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ABSTRAK 

Rania Khomara / 38200291 / 2024 / Aspek Perpajakan Kantor Perwakilan 

Perusahaan Perdagangan Asing ABC (Thailand) / Dosen Pembimbing : Amelia 

Sandra, S.E., Ak., M.Si, M.Ak, CA    

Globalisasi memberi dampak nyata mengenai bagaimana kita berinteraksi dengan negara 

lain zaman sekarang ini, hal ini menyebabkan hilangnya batasan interaksi antar negara. 

Bentuk dampak globalisasi salah satunya adalah meningkatnya perusahaan asing yang 

berinvestasi dan berbisnis di negara Indonesia. Perusahaan asing yang akan diteliti dalam 

penelitian ini yaitu kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing milik ABC 

(Thailand). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlakuan PPh 

pemotongan dan pemungutan, PPh yang dibayar sendiri, PPN/PPnBM yang dibayar 

sendiri, dan pajak daerah yang dibayar sendiri di Kantor Perwakilan Dagang ABC 

(Thailand) di Indonesia tahun 2022  

Kantor perwakilan perusahaan asing (KPPA) adalah kantor yang didirikan perusahaan luar 

negeri yang berkegiatan untuk mengurus kepentingan perusahaan induk di luar negeri dan 

tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan usaha. KPPA memiliki banyak bentuk, 

diantaranya adalah kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing (KP3A). Status wajib 

pajak kantor perwakilan sebagai wajib pajak luar negeri atau dalam negeri akan ditentukan 

dari syarat bentuk usaha tetap yang diatur dalam P3B negara yang terkait.  

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain penelitian studi kasus tunggal 

holistik yang meneliti suatu kasus secara keseluruhannya. Teknik pengumpulan data yang 

dipakai dalam studi kasus ini yaitu wawancara, dokumentasi, dan rekaman arsip terhadap 

kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing ABC (Thailand). Setelah pengumpulan 

data, akan dilakukan pemilihan sample menggunakan teknik simple random sampling. 

Untuk hasil wawancara akan direduksi untuk dapat menarik kesimpulan.  

Hasil analisis wawancara, dokumentasi serta rekaman arsip membuktikan bahwa terdapat 

ketidakpastian dalam hal peraturan perpajakan yang mempertanyakan kewajiban KP3A 

untuk melaporkan SPT Tahunan. Hal ini dikarenakan keadaan KP3A yang tidak 

menghasilkan penghasilan dari Indonesia sehingga kewajiban SPT Tahunan menjadi gugur. 

Namun, ditemukan bahwa peraturan perpajakan atas hal ini kurang ditegaskan. Hal 

tersebut menciptakan rasa ketidakpastian yang akan menghambat wajib pajak dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya. Sedangkan kewajiban perpajakan PPh pemotongan 

dan pemungutan, PPh yang dibayar sendiri, PPN/PPnBM dan pajak daerah yang dibayar 

sendiri sudah sesuai peraturan perpajakan. 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa KP3A ABC (Thailand) sudah tepat dan taat 

mengikuti semua peraturan perpajakan Indonesia. Namun, dalam hal peraturan perpajakan 

yang mengatur kewajiban KP3A dalam melapor SPT Tahunan diperlukan kejelasan 

peraturan sehingga wajib pajak memiliki kepastian. 

Kata Kunci: Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing, PPh, PPN/PPnBM, Pajak 

Daerah, SPT Tahunan  
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ABSTRACT 

Rania Khomara / 38200291 / 2024 / Tax Aspects of Foreign Trade Company 

Representative Office ABC (Thailand)  / Advisor : Amelia Sandra, S.E., Ak., M.Si, 

M.Ak, CA    

Globalization has a real impact on how we interact with countries in this era, causing the 

loss of boundaries between countries. One of the impacts of globalization is the increase in 

foreign companies investing and doing business in Indonesia. The foreign company that 

will be studied in this research is the representative office of the foreign trading company 

owned by ABC (Thailand). This research aims to determine and analyze the treatment of 

Income Tax withholding and collection, Income Tax paid by thyself, Value Added Tax/ 

Sales Tax on Luxury Goods and Local Taxes paid by thyself at the ABC (Thailand) Trade 

Representative Office in Indonesia for the year 2022. 

A foreign company representative office is an office established by a foreign company 

whose activities are to manage the interests of the parent company abroad and is not 

allowed to do business activities. Foreign company representative office comes in many 

forms, one of them is foreign trade company representative office. The taxpayer status of a 

representative office whether as a foreign or domestic taxpayer will be determined from the 

permanent business establishment requirements regulated in the Tax Treaty. 

This research is a qualitative research with a holistic single case study research design that 

examines one case as a whole. The data collection techniques used in this case study are 

interviews, documentation and archival recordings of the representative office of the 

foreign trade company ABC (Thailand). After data collection, sample selection will be 

carried out using simple random sampling techniques. The results of the interview will be 

reduced to draw conclusions. 

The results of the analysis of interviews, documentation and archival recordings prove that 

there is uncertainty in tax regulations, which call into question foreign trade company 

representative office’s obligation to report Annual Tax Returns. This is because the foreign 

trade company representative office does not generate income from Indonesia so that the 

Annual Tax Report obligation is invalidated. However, it was found that tax regulations 

regarding this matter were not sufficiently emphasized. This creates a sense of uncertainty 

which will hinder taxpayers from fulfilling their tax obligations. Meanwhile, the tax 

obligations for Income Tax withholding and collection, Income Tax paid by thyself, Value 

Added Tax/ Sales Tax on Luxury Goods and Local Taxes paid by thyself are in accordance 

with tax regulations. 

From the research results, it can be concluded that foreign trade company representative 

office ABC (Thailand) is proper and complies with all Indonesian tax regulations. 

However, in terms of tax regulations that regulate foreign trade company representative 

office’s obligations in reporting Annual Tax Returns regulatory clarity is needed so that 

taxpayers gain certainty. 

Keywords: Foreign Trade Company Representative Office, Income Tax, Value Added Tax/ 

Sales Tax on Luxury Goods, Local Tax, Annual Tax Returns   
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BAB I                                                                                                          

PENDAHULUAN 

Bab ini bertujuan untuk memperkenalkan pembaca akan lingkungan mikro dan 

makro dari objek yang akan diteliti. Serta memberikan informasi detail lainnya yang perlu 

diketahui pembaca mengenai penelitian yang akan dilakukan sebelum memasuki bab 

selanjutnya. 

Dalam bab ini penulis akan memaparkan latar belakang dari penelitian yang berisi 

penjelasan yang rinci mengenai lingkungan dari objek yang akan diteliti. Kemudian 

penulis juga akan memaparkan identifikasi masalah, batasan masalah, batasan penelitian, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian untuk lebih mengenal 

penelitian secara umum. 

A. Latar Belakang 

Kita hidup di zaman yang serba terhubung, berkat adanya temuan teknologi 

dan internet yang mempengaruhi bagaimana kita melakukan interaksi dengan 

sesama manusia dan dunia. Pengaruh terbesar dari adanya teknologi dan internet 

adalah bagaimana manusia dapat berkomunikasi tanpa batas, bisa dilihat dari 

betapa cepat dan luasnya penyebaran informasi zaman sekarang. Semua hal di 

dunia ini menjadi instant dan borderless berkat kemudahan yang disediakan oleh 

teknologi.  

Fenomena yang muncul dari teknologi ini salah satunya adalah globalisasi. 

Globalisasi adalah fenomena dimana terciptanya sebuah hubungan atau interaksi 

antar manusia yang tidak dibatasi oleh negara. Dalam globalisasi, arus perdagangan 

memiliki pengaruh penting untuk menentukan laju pertumbuhan ekonomi. Salah 
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satu dampak nyata globalisasi mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi adalah 

semakin maraknya perusahaan asing yang ingin mendirikan bisnis nya di Indonesia. 

Dikarenakan sekarang ini komunikasi dan transaksi internasional dapat dilakukan 

secara instan, sehingga melakukan korespondensi antar negara bukan menjadi 

masalah lagi. 

Dengan adanya peningkatan perusahaan asing yang mendirikan industri di 

indonesia, hal tersebut akan berkaitan dengan isu perpajakan dan subjek pajak yang 

berasal dari dua yurisdiksi yang berlainan. (Darussalam & Septriadi, 2010: 1) 

memaparkan bahwa transaksi lintas batas negara menimbulkan permasalahan yang 

terkait dengan sumber penghasilan dan subjek pajak yang memperoleh penghasilan 

tersebut berada di dua negara yang berbeda. Indonesia wajib menyediakan 

pengaturan pajak yang jelas untuk perlakuan perpajakan bagi wajib pajak 

perusahaan asing yang mendirikan usahanya di Indonesia untuk memastikan wajib 

pajak luar negeri ikut serta dalam pembangunan negara tempat dimana mereka 

melakukan bisnis mereka. Pengaturan pajak untuk wajib pajak luar negeri sangat 

penting bagi Indonesia karena merupakan sebuah lahan penghasilan untuk negara 

Indonesia yang merupakan negara berkembang. 

Merupakan fakta bahwa penghasilan terbesar negara Indonesia berasal dari 

pajak. Dapat dibuktikan bahwa penghasilan negara berupa pajak merupakan salah 

satu sumber penghasilan yang krusial dalam kelangsungan pembangunan negara. 

Dalam (Resmi, 2016: 3) pajak memiliki fungsi Budgetair yang berarti pajak 

merupakan sumber penghasilan pemerintah yang digunakan untuk membiayai 

pengeluaran, karena pajak adalah sumber penghasilan, pemerintah berusaha untuk 

menerima uang sebanyak-banyaknya untuk keuangan negara. Karena itu sangat 

penting bagi warga Indonesia untuk patuh dalam hal pemenuhan kewajiban 
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perpajakannya. Dengan adanya kesadaran dan kepedulian wajib pajak membayar 

pajak, negara menjadi dapat melakukan pembangunan dan pengembangan secara 

lancar.  

(Meliala & Oetomo, 2008) mendefinisikan pajak sebagai kontribusi rakyat 

untuk negara yang didasarkan undang-undang sebagai perwujudan pengabdian dan 

peran rakyat untuk membiayai pembangunan negara. (Resmi, 2016: iii) juga 

menyatakan bahwa sumber pembiayaan negara didominasi oleh penerimaan pajak 

sebanyak 70% biaya tersebut digunakan untuk melakukan belanja rutin maupun 

melakukan pembangunan.  

Dapat dipastikan bahwa wajib pajak merupakan tulang punggung dari 

penerimaan pajak negara. Seluruh kewajiban wajib pajak sudah diatur dalam 

undang-undang yang telah dirangkai pemerintah untuk memastikan kewajiban 

dipenuhi oleh wajib pajak. Negara Indonesia memiliki sistem pemungutan pajak 

yaitu self assessment system yang memberikan tanggung jawab kepada wajib pajak 

untuk menghitung pajak terutangnya sendiri. Sistem ini menuntut wajib pajak 

untuk melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan secara mandiri sesuai 

dengan undang-undang yang berlaku saat itu. Sistem ini disertakan dengan otoritas 

perpajakan yang ditugaskan oleh negara yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 

untuk melakukan pengawasan dan memastikan bahwa kewajiban dilakukan sesuai 

dengan undang-undang yang berlaku.  

Salah satu pajak yang menjadi bagian dari penghasilan negara adalah pajak 

penghasilan. Pajak penghasilan adalah kewajiban pajak yang dikenakan kepada 

penghasilan seseorang, penghasilan pajak tersebut akan dipakai oleh pemerintah 

untuk dikembalikan lagi ke masyarakat dengan bentuk pembangunan. Menurut 

(Agoes & Trisnawati, 2013) sumber penghasilan negara yang paling penting 
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merupakan pajak yang berasal dari rakyat. Penghasilan tersebut digunakan oleh 

negara untuk memenuhi kepentingan pribadi individu dalam hal kesehatan, 

pendidikan, dan kesejahteraan. Adanya sifat penting dalam pemenuhan pajak 

tersebut menandakan bahwa pemenuhan kewajiban tersebut menentukan 

kepentingan rakyat luas untuk melakukan pembangunan.  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 

Penghasilan yang telah mengalami beberapa kali perubahan menjadi Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, 

menyatakan bahwa seluruh kantor perwakilan akan didaftarkan menjadi BUT dan 

merupakan subjek pajak dalam negeri. Dan di Pasal 5 UU Pajak Penghasilan, 

dinyatakan seluruh Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan BUT akan dikenakan 

pajak penghasilan badan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang-

Undang PPh. Namun terdapat perbedaan perlakuan perpajakan penghasilan bagi 

kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing non-BUT yang pemajakan 

penghasilannya akan dikenakan tarif khusus salah satunya yaitu Pajak Penghasilan 

Pasal 15.  

Sebagai wajib pajak luar negeri, bentuk perlakuan pajak untuk wajib pajak 

luar negeri ditentukan oleh Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B). P3B 

mengatur mengenai perjanjian pajak antara dua negara untuk memastikan bahwa 

pembagian hak pemajakan atas penghasilan yang diterima oleh penduduk dari salah 

satu pihak negara dalam perjanjian tidak akan dikenakan pajak berganda. P3B 

menentukan apakah sebuah usaha memenuhi kriteria untuk menjadi bentuk usaha 

tetap atau tidak. Seperti dalam P3B Indonesia-Thailand Pasal 5 tentang kedudukan 

tetap, yang menyatakan bahwa orang/badan yang bertindak di suatu negara 

(Indonesia) atas nama suatu perusahaan yang berkedudukan di negara lain 
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(Thailand), tidak dianggap sebagai kedudukan tetap di negara yang disebut 

pertama (Indonesia) jika memenuhi kriteria yang tertera di P3B. Jika usaha tersebut 

memenuhi kriteria tersebut maka menurut P3B Indonesia-Thailand akan dianggap 

kewajiban perpajakannya sebagai wajib pajak luar negeri karena merupakan non-

BUT. 

Kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing atau disingkat KP3A 

adalah salah satu bentuk wajib pajak luar negeri berupa perusahaan asing yang 

mendirikan kantor perwakilan dagang di Indonesia dengan tujuan untuk 

memastikan bahwa proses transaksi di Indonesia berjalan dengan lancar dan sesuai 

dengan prosedur yang telah ditetapkan. Kantor perwakilan perusahaan perdagangan 

tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan perdagangan dan transaksi 

penjualan. Kantor perwakilan dagang dapat dikelola oleh warga negara asing 

maupun warga negara Indonesia, perusahaan asing yang akan menunjuk siapa yang 

menjadi representative nya untuk negara Indonesia. Menurut PMK No. 35/2019, 

kantor perwakilan tidak memenuhi kriteria untuk menjadi BUT jika kantor 

berperan sebagai agen perantara dan tidak melakukan kegiatan perdagangan. 

Karakteristik kantor perwakilan yang dikecualikan sebagai permanent 

establishment (BUT) juga ditentukan menurut persetujuan penghindaran pajak 

berganda (P3B). Jika kantor perwakilan dagang perusahaan asing tidak memenuhi 

kriteria untuk menjadi Bentuk Usaha Tetap, maka perlakuan pajak nya akan 

berbeda dari kantor perwakilan perusahaan asing yang merupakan BUT. 

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah kantor 

perwakilan perusahaan perdagangan asing di Indonesia milik perusahaan asing dari 

negara Thailand. Banyak orang mengira bahwa kantor perwakilan dagang sudah 

merupakan Bentuk Usaha Tetap. Kenyataannya, kantor perwakilan dagang tidak 
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memenuhi ketentuan untuk menjadi Bentuk Usaha Tetap (BUT) sehingga perlakuan 

pajaknya tidak dianggap sebagai wajib pajak dalam negeri. Maka dari itu, masih 

banyak yang salah paham mengenai kewajiban perpajakan dan perlakuan pajak 

kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing yang merupakan non-BUT. 

Kesalahpahaman tersebut dapat timbul dikarenakan kurangnya penelitian terkait 

kantor perwakilan (representative office), sehingga penelitian ini menjadi peluang 

terciptanya literasi bagi masyarakat yang membaca serta untuk mengevaluasi 

kantor perwakilan yang merupakan wajib pajak luar negeri apakah sudah 

melakukan kewajiban perpajakannya di Indonesia dengan benar. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, peneliti tertarik 

melakukan penelitian mengenai kewajiban perpajakan Kantor Perwakilan 

Perusahaan Perdagangan Asing. Sehubungan dengan itu, peneliti akan meneliti 

kantor perwakilan ABC (Thailand) dan mengambil judul “Aspek Perpajakan 

Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing ABC (Thailand)”. Untuk 

menjaga kerahasiaan kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing yang akan 

diteliti, maka nama kantor perwakilan akan disamarkan menggunakan nama ABC 

(Thailand). 

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang yang telah diutarakan diatas, penulis dapat melakukan 

identifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana perizinan perusahaan asing yang ingin mendirikan kantor 

perwakilan dagang perusahaan asing? 

2. Apakah Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing merupakan BUT? 

3. Bagaimana perbedaan perlakuan pajak terhadap kantor perwakilan perusahaan 

asing dengan kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing? 
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4. Bagaimana perlakuan pajak terkait pajak penghasilan pemotongan dan 

pemungutan kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing? 

5. Bagaimana perlakuan pajak terkait Pajak Penghasilan yang dibayar sendiri? 

6. Bagaimana perlakuan pajak terkait PPN/PPnBM yang dibayar sendiri? 

7. Bagaimana perlakuan pajak terkait Pajak Daerah yang dibayar sendiri? 

8. Bagaimana pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan Kantor Perwakilan 

Perusahaan Perdagangan Asing milik ABC (Thailand)? 

9. Apakah perhitungan dan pemotongan pajak di Kantor Perwakilan Perusahaan 

Perdagangan Asing di Indonesia milik ABC (Thailand) tahun 2022 sudah 

sesuai dengan peraturan perpajakan? 

C. Batasan Masalah 

Dari identifikasi masalah, peneliti membatasi ruang lingkup permasalahan menjadi 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana perlakuan pajak terkait Pajak Penghasilan pemotongan dan 

pemungutan kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing? 

2. Bagaimana perlakuan pajak terkait Pajak Penghasilan yang dibayar sendiri? 

3. Bagaimana perlakuan pajak terkait PPN/PPnBM yang dibayar sendiri? 

4. Bagaimana perlakuan pajak terkait Pajak Daerah yang dibayar sendiri? 

5. Bagaimana pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan Kantor Perwakilan 

Perusahaan Perdagangan Asing milik ABC (Thailand)? 

6. Apakah perhitungan dan pemotongan pajak di Kantor Perwakilan Perusahaan 

Perdagangan Asing di Indonesia milik ABC (Thailand) tahun 2022 sudah sesuai 

dengan peraturan perpajakan? 
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D. Batasan Penelitian  

Batasan yang ada dalam penelitian ini adalah; 

1. Data penelitian yang akan diteliti berasal dari tahun 2022 saja. 

2. Penelitian dilakukan hanya terbatas kegiatan di kantor perwakilan dagang 

Indonesia milik ABC (Thailand). 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah yang sudah ditetapkan 

diatas, maka penelitian ini menjawab pertanyaan; Bagaimana perlakuan pajak 

penghasilan pemotongan dan pemungutan, pajak penghasilan yang dibayar sendiri, 

pajak terkait PPN/PPnBM yang dibayar sendiri, dan pajak daerah yang dibayar 

sendiri di Kantor Perwakilan ABC (Thailand) di Indonesia tahun 2022 dan apakah 

sudah sesuai dengan peraturan perpajakan? 

F. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah dan latar belakang masalah yang telah dijabarkan, 

maka tujuan penelitian ini adalah;  

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlakuan pajak penghasilan 

pemotongan dan pemungutan kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing 

ABC (Thailand). 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlakuan pajak terkait Pajak 

Penghasilan yang dibayar sendiri kantor perwakilan perusahaan perdagangan 

asing ABC (Thailand). 
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3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlakuan pajak terkait 

PPN/PPnBM yang dibayar sendiri kantor perwakilan perusahaan perdagangan 

asing ABC (Thailand). 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlakuan pajak terkait Pajak 

Daerah yang dibayar sendiri kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing 

ABC (Thailand). 

5. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaporan SPT Masa dan SPT 

Tahunan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing milik ABC 

(Thailand). 

6. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah perhitungan dan pemotongan pajak 

di Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing di Indonesia milik ABC 

(Thailand) tahun 2022 sudah sesuai dengan peraturan perpajakan. 

G. Manfaat Penelitian 

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat berguna untuk berbagai pihak 

antara lain; 

1. Penulis mengharapkan penelitian ini dapat berguna bagi perusahaan ABC 

(Thailand) sebagai sumber informasi untuk menjadi bahan pertimbangan bagi 

perusahaan dalam membuat keputusan terkait perlakuan pajak kantor 

perwakilan perusahaan perdagangan asing. Penulis berharap karya tulis ini 

dapat dimanfaatkan untuk membantu kemajuan perusahaan. 

2. Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas yang 

membutuhkannya. Karya tulis ini dapat bermanfaat kepada pihak yang 

membutuhkan informasi terkait perpajakan yang terdapat dalam kantor 

perwakilan perusahaan perdagangan asing yang berkedudukan di indonesia. 
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Selain itu untuk menyediakan sebuah gambaran mengenai persoalan tersebut 

sehingga menambah pengetahuan mengenai topik ini. 

3. Selain memberikan manfaat untuk pihak luar, penulis berharap penelitian ini 

dapat digunakan sebagai bahan referensi dan sumber informasi untuk penelitian 

kedepannya serta dapat digunakan sebagai bahan perbandingan, agar dapat 

menginspirasi peneliti lainnya untuk meneliti lebih dalam mengenai topik 

skripsi dan meningkatkan mutu penelitian selanjutnya di masa yang akan 

datang.  
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BAB II                                                                                                                        

KAJIAN PUSTAKA 

Dalam bab kajian pustaka peneliti akan mengutarakan penalaran dibalik konsep 

penelitian dalam landasan teoritis yang telah disusun secara sistematis. Landasan teori 

yang peneliti susun dijadikan kerangka teori dalam penelitian yang dilakukan untuk lebih 

memahami konsep yang abstrak sehingga dapat mengidentifikasi hubungan dari konsep. 

Selain itu peneliti akan menampilan penelitian-penelitian terdahulu yang 

menyangkut topik penelitian ini. Kemudian peneliti akan menunjukan kerangka pemikiran 

yang menunjukan pemetaan variabel yang akan diteliti. Peneliti juga akan menyertakan 

jawaban sementara untuk jawaban terhadap masalah penelitian berupa hipotesis.  

A. Landasan Teoritis 

1. Teori Kepatuhan (Compliance Theory) 

Teori yang ditemukan oleh (Milgram, 1963: 317-378) menjelaskan 

mengenai sebuah kondisi dimana seseorang taat pada hukum atau peraturan 

yang ditetapkan. Dalam hal perpajakan, kepatuhan adalah salah satu sifat yang 

harus dimiliki seorang wajib pajak. Menurut (Erwin, 2009: 97) kepatuhan 

pajak dapat diartikan sebagai situasi ideal dimana wajib pajak mematuhi aturan 

perpajakan, serta melakukan pelaporan pendapatannya dengan akurat dan jujur. 

Dari situasi yang ideal tersebut dapat dimengerti bahwa kepatuhan diartikan 

sebagai wajib pajak yang mempunyai kemampuan untuk memenuhi kewajiban 

pajaknya dan melaksanakan hak perpajakannya dalam bentuk formal dan 

kepatuhan material. 
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Dalam (Tahar & Rachman, 2014: 57) kepatuhan dalam membayar pajak 

merupakan tanggung jawab yang wajib dipenuhi baik oleh pemerintah maupun 

rakyat sebagai tanda ketaatan kepada Tuhan. Keduanya memiliki hak dan 

kewajiban yang harus dipatuhi dengan sungguh-sungguh. Indonesia 

mengimplementasikan sistem self assessment untuk perlakuan pajaknya, hal 

tersebut mengakibatkan adanya ketergantungan terhadap kepatuhan secara 

sukarela dari wajib pajak. 

Pencapaian kepatuhan wajib pajak tidak hanya bergantung kepada 

kepatuhan secara sukarela saja, kepatuhan wajib pajak juga dicapai dalam 

pihak yang memiliki otoritas pajak yaitu pemerintah atau Direktur Jenderal 

Pajak. Pemerintah bertugas untuk melakukan pengawasan dan melayani wajib 

pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan yang 

ditetapkan. Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

39/PMK.03/2018 Tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan 

Pembayaran Pajak yang telah digantikan oleh PMK No.209/PMK.03/2021 

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

39/PMK.03/2018 Tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan 

Pembayaran Pajak, kriteria yang harus dicapai untuk memenuhi persyaratan 

sebagai wajib pajak patuh yaitu:  

a. Tepat waktu dalam penyampaian surat pemberitahuan; 

b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali 

tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda 

pembayaran pajak; 
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c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga 

pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa 

Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan 

d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang 

perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir. 

2. Teori Atribusi (Attribution Theory)  

Teori atribusi merupakan teori yang berkaitan dengan cara individu 

menafsirkan perilaku mereka. Teori ini meneliti alasan yang diberikan 

seseorang atas perilaku mereka sendiri dan orang lain. Teori ini bertujuan untuk 

memahami cara individu memberikan makna pada lingkungan sekitar mereka. 

Teori atribusi yang dikemukakan oleh Fritz Heider tahun 1958 (Heider, 2013: 

16) memaparkan bahwa teori atribusi adalah teori yang mengusulkan bahwa 

individu seringnya menjelaskan penyebab perilakunya dengan faktor internal 

(sifat pribadi, kemampuan, pengetahuan, atau motif) atau dengan faktor 

eksternal (situasi atau lingkungan). Teori atribusi mampu menjelaskan 

determinan suatu peristiwa yang dihubungkan dengan penjelasan perilaku 

sebuah individu dan menjawab pertanyaan “mengapa” dalam perilaku tersebut. 

Dalam (Meinarno & Sarwono, 2009) atribusi adalah analisis kausal 

yang menafsirkan alasan dari mengapa sebuah fenomena dapat memproduksi 

gejala-gejala tertentu. Sedangkan dalam (Dayakisni, 2012: 41) atribusi adalah 

proses mencari jawaban dari mengapa atau perilaku seseorang. Proses ini 

berguna untuk memahami penyebab dari suatu perilaku dan merupakan 

mediator bagi reaksi kita terhadap dunia sosial. 
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Hubungan dari teori atribusi dalam penelitian ini, kita dapat mengetahui 

penyebab perilaku dari wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya. 

Sikap dari wajib pajak dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti faktor 

internal pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya maupun faktor 

eksternal seperti situasi dari wajib pajak. Teori atribusi berperan dalam 

mengartikan peristiwa dalam penelitian serta mencari faktor internal maupun 

eksternal yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan kewajiban 

pajak.  

3. Kantor Perwakilan Perusahaan Asing 

Kantor perwakilan perusahaan asing adalah kantor yang didirikan oleh 

perusahaan luar negeri yang berkegiatan untuk mengurus kepentingan 

perusahaan induk di luar negeri dan tidak diperbolehkan untuk melakukan 

kegiatan usaha. Menurut peraturan BKPM Nomor 6 tahun 2020 terdapat empat 

jenis kantor perwakilan asing di Indonesia saat ini; kantor perwakilan 

perusahaan asing (KPPA), Kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing 

(KP3A), badan usaha jasa konstruksi asing (BUJKA), kantor perwakilan 

perusahaan asing minyak dan gas (KPPA MIGAS). Pasal 4 peraturan BKPM 

nomor 1 tahun 2020 menyatakan bahwa KPPA memiliki keterbatasan sebagai 

berikut; 

a. Kantor dibatasi sebagai pengawas, penghubung, koordinator, dan 

mengurus kepentingan perusahaan atau perusahaan afiliasinya; 

b. Mempersiapkan pendirian dan pengembangan PT PMA di Indonesia; 

c. Tidak diperbolehkan memperoleh penghasilan dari Indonesia dan 

melaksanakan kegiatan transaksi penjualan dan pembelian barang atau 

jasa komersial dengan perusahaan atau perorangan di dalam negeri; 
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d. Tidak ikut serta kegiatan pengelolaan suatu perusahaan, anak perusahaan, 

atau cabang perusahaan yang ada di Indonesia; dan 

e. Beroperasi di gedung perkantoran daerah ibukota provinsi. 

Kantor perwakilan asing adalah sebuah niat dari pemerintah untuk 

memudahkan investor asing melakukan investasi di negara Indonesia. Melalui 

Peraturan BKPM Nomor 4 tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara 

Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman 

Modal, pemerintah mengharapkan menciptakan suatu lingkungan yang 

mempermudah orang asing membangun sebuah kantor perwakilan di 

indonesia.  

Tahap-tahap dalam mengajukan izin untuk mendirikan Kantor 

Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) menurut website KontrakHukum 

dimulai dengan mengajukan pendaftaran ke BKPM dengan melampirkan 

anggaran dasar dari perusahaan asing, surat penunjukan kepala kantor 

perwakilan, fotokopi paspor atau KTP dari kepala kantor perwakilan, surat 

pernyataan kesediaan tinggal dan bekerja sebagai kepala kantor perwakilan 

serta tidak melakukan bisnis lainnya, dan surat kuasa hanya jika permohonan 

bukan diajukan oleh manajemen perusahaan. Selain itu, tempat pendirian 

KPPA harus berlokasi di Gedung perkantoran yang tersedia di Indonesia. 

Kemudian pendaftaran tersebut akan ditandatangani oleh kepala BKPM serta 

pejabat yang ditunjuk, yang kemudian diterbitkan oleh BKPM. Setelah 

mendapat izin dari BKPM, perusahaan asing wajib melapor ke PTSP-PDPPM 

(Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman 

Modal) untuk mendapat bimbingan dalam menyelesaikan perizinan daerah 

paling lambat tiga bulan sejak perizinan diterbitkan. 
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Setelah menyelesaikan proses pendirian kantor perwakilan perusahaan 

asing, perusahaan akan melakukan pelaporan melalui pelayanan Online Single 

Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) atau Perizinan Berusaha 

Berbasis Risiko yaitu perizinan untuk mendirikan usaha untuk pelaku usaha 

yang dinilai berdasarkan tingkat resiko dari usaha yang akan didirikan. KPPA 

dikategorikan sebagai usaha yang memiliki resiko rendah. Karena dari itu, izin 

yang diperlukan tidak terlalu ketat dan hanya memerlukan Nomor Induk 

Berusaha (NIB) dan informasi mengenai kantor perwakilan yang akan 

didirikan dalam perizinannya dengan jangka waktu perizinan yaitu selama 

KPPA masih beroperasi di Indonesia. Dan untuk kedepannya, kantor 

perwakilan mempunyai kewajiban untuk melaporkan kegiatan kantor 

perwakilan asing setiap enam bulan sekali melalui sistem OSS.  

Kantor perwakilan perusahaan asing (KPPA) dapat dipimpin oleh 

pegawai yang berwarga negara asing atau warga negara Indonesia. Pimpinan 

dari kantor perwakilan perusahaan asing tidak boleh memiliki jabatan rangkap. 

Sehingga, seseorang yang menjabat sebagai pimpinan perusahaan atau kantor 

perwakilan tidak boleh menjabat lagi sebagai pimpinan di kantor perwakilan 

lainnya. Selain itu, pimpinan kantor perwakilan di Indonesia harus memiliki 

status bertempat tinggal di Indonesia. 

4. Bentuk Usaha Tetap (BUT) 

Subjek pajak di indonesia terdapat dua jenis yaitu, subjek pajak dalam 

negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak luar negeri adalah wajib 

pajak luar negeri yang menerima penghasilan dari Indonesia. Namun, subjek 

pajak luar negeri dapat mendirikan sebuah bentuk usaha tetap (BUT) untuk 

menjalankan kegiatannya di indonesia. Dengan kemudian status dari bentuk 
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usaha tetap tersebut dianggap menjadi subjek pajak dalam negeri. Bentuk 

usaha tetap adalah bentuk badan usaha yang digunakan oleh wajib pajak luar 

negeri selama berkegiatan di Indonesia dengan tujuan untuk memenuhi 

kepentingan perpajakan di Indonesia. Berdasarkan Pasal 2 ayat (5) UU PPh 

bentuk usaha tetap didefinisikan sebagai bentuk usaha yang dimanfaatkan oleh 

orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di 

Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan 

yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk 

menjalankan semua usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat 

berupa; tempat kedudukan manajemen; cabang perusahaan; kantor perwakilan; 

gedung kantor; pabrik; bengkel; gudang; ruang promosi dan penjualan; 

pertambangan dan penggalian sumber alam; wilayah kerja pertambangan 

minyak dan gas bumi; perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan,atau 

kehutanan; proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan; pemberian jasa 

dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih 

dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan; orang atau 

badan yang bekerja sebagai agen yang kedudukannya tidak bebas; agen atau 

pegawai dari perusahan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat 

kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung 

risiko di Indonesia; dan komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis 

yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik 

untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet. Namun dalam hal batasan 

kedudukan di Indonesia selama 13 hari dalam satu tahun tersebut diterapkan 

jika Indonesia dengan negara yang bersangkutan tidak memiliki perjanjian 

penghindaran pajak berganda (P3B). Namun, jika diantara negara tersebut 
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sudah memiliki P3B maka syarat-syarat sebagai BUT di Indonesia akan 

ditentukan oleh P3B tersebut.  

Bentuk usaha tetap menurut peraturan internasional seperti UN Model 

dan OECD Model diartikan melalui peraturan mengenai bagaimana persyaratan 

sebuah bentuk usaha tetap. Berdasarkan UN Model di pasal 5 istilah bentuk 

usaha tetap mengacu kepada suatu tempat usaha sebuah perusahaan dimana 

seluruh atau sebagian kegiatan bisnisnya tetap berjalan. Sedangkan dalam 

OECD Model, bentuk usaha tetap diartikan menjadi suatu bentuk usaha yang 

bersifat tetap dengan situasi tertentu. Menurut (Rafsanjani & Ardiansyah, 2021: 

42) Aturan P3B sejalan dengan OECD Model yang telah memberikan kriteria-

kriteria untuk menentukan karakteristik sebuah BUT. Dari definisi tersebut 

terdapat beberapa syarat BUT yaitu, mempunyai tempat usaha berupa 

prasarana seperti gedung atau memiliki mesin dan peralatan, tempat usaha 

tersebut harus bersifat tetap dan kegiatan usaha dilakukan di tempat tetap 

tersebut. Syarat lainnya, bentuk usaha tetap harus bersifat produktif, dalam arti 

usaha memberikan andil dalam memperoleh laba usaha bagi perusahaan 

pusatnya. 

Dalam laba bersih suatu perusahaan BUT akan dikenakan pajak 

bernama branch profit tax atau Pajak Penghasilan Pasal 26, yaitu pajak yang 

dibebankan atas laba neto perusahaan. Atas penghasilan kena pajak yang sudah 

dikurangi dengan pajak penghasilan yang terutang perusahaan BUT akan 

dikenakan pajak sesuai ketentuan Pasal 26 Ayat (4) UU Pajak Penghasilan 

dengan tarif sebesar 20%. Namun, apabila dari penghasilan kena pajak yang 

telah dikurangi pajak penghasilan pasal 26 tersebut diinvestasikan kembali di 

Indonesia maka penghasilan tersebut tidak akan dipotong pajak.  
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Bentuk usaha tetap didirikan dengan maksud memudahkan pengenaan 

pajak terhadap subjek pajak luar negeri yang bersangkutan. Dalam Pasal 2 Ayat 

(1a) UU PPh, bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan 

perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Perlakuan perpajakan 

bentuk usaha tetap dipersamakan dengan wajib pajak badan dalam negeri 

sehingga tidak ada perbedaan kewajiban perpajakan antara wajib pajak badan 

dalam negeri dengan luar negeri yang berkedudukan di Indonesia. Selain itu 

bentuk usaha tetap juga mempunyai peran di negara Indonesia yaitu untuk 

mendorong peningkatan investor asing yang ingin melakukan investasi ke 

negara Indonesia melalui kerjasama joint venture dengan perusahaan lokal 

Indonesia. 

5. Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A) 

Sesuai definisi BKPM, Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan 

Asing (KP3A) adalah kantor yang dipimpin perorangan warga negara 

Indonesia atau warga negara asing yang ditunjuk oleh perusahaan perdagangan 

asing atau gabungan perusahaan asing di luar negeri sebagai perwakilannya di 

Indonesia. Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A) 

memiliki operasi kegiatan yang dibatasi oleh pemerintah dan hanya boleh 

berkegiatan; memperluas pasar serta melakukan pemasaran untuk produk 

perusahaan dagang, berpartisipasi pameran untuk memasarkan produk, 

memberikan pelayanan yang optimal kepada pelanggan, menjalin hubungan 

bisnis dengan mitra bisnis lokal, dan lainnya terkait penelitian pasar. Menurut 

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/ M-DAG/ PER/3/2006 Pasal 3 

kegiatan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing adalah sebagai 

berikut; 
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a. Berkegiatan untuk memperkenalkan, mempromosikan dan melakukan 

pemasaran barang-barang yang dihasilkan oleh perusahaan asing, serta 

memberikan keterangan dan petunjuk bagi penggunaan dan pengimporan 

barang kepada klien pemakai di dalam negeri;  

b. melakukan penelitian pasar dan pengawasan penjualan di dalam negeri 

dalam rangka pemasaran barang dari perusahaan asing; 

c. melakukan penelitian pasar sesuai keperluan informasi perusahaan asing. 

Serta memberikan informasi mengenai syarat pengeksporan barang 

kepada perusahaan klien di dalam negeri; 

d. menutup kontrak untuk dan atas nama perusahaan yang menunjuknya 

dengan perusahaan di dalam negeri dalam rangka ekspor. 

Kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing merupakan kantor 

yang didirikan oleh perusahaan dagang asing dari negara diluar Indonesia 

dengan tujuan meningkatkan penjualan di Indonesia. Kantor perwakilan 

dagang asing berperan sebagai agen penjual atau perantara konsumen dengan 

harapan kantor utama dapat menciptakan alur penjualan yang lancar dengan 

pelanggan di Indonesia dan juga memperluas pasar berkat bantuan kegiatan 

penelitian pasar yang dilakukan kantor perwakilan dagang Indonesia.  

Yang membedakan kantor perwakilan dagang asing dengan perusahaan 

dagang asing adalah kegiatan kantor perwakilan dagang yang hanya sebatas 

kegiatan penelitian pasar dan promosi produk, kantor perwakilan dagang tidak 

melakukan penyimpanan atau pengendalian barang dagang. Barang dagang 

biasanya akan dikirim langsung oleh kantor utama kepada klien dan kontrak 

ditandatangani antara kepala perusahaan asing dengan klien. Sehingga kantor 
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perwakilan dagang tidak menanggung resiko persediaan yang merupakan salah 

satu faktor yang dipertimbangkan dalam permasalahan aturan transfer pricing. 

Berbeda dengan perusahaan dagang asing yang bersifat sebagai distributor 

yang melakukan distribusi barang yang diperoleh dari perusahaan induk dan 

memiliki tugas untuk mengatur inventory barang dagangan. 

6. Pajak 

Pajak adalah iuran wajib bersifat paksaan yang dikenakan kepada wajib 

pajak oleh pemerintah. Kemudian penghasilan dari iuran tersebut akan dipakai 

untuk kepentingan pembangunan negara yang nantinya akan menguntungkan 

wajib pajak. Menurut website AccountancyAge, Implementasi sistem 

perpajakan sudah ada sejak 3000-2800 BC oleh pemerintahan Mesir. Saat itu 

pemerintah Mesir memungut pajak 2 kali dalam setahun dan dana tersebut 

digunakan untuk mendanai aktivitas pemerintahan dan perang. Negara 

memiliki perlakuan pajak yang berbeda-beda dikarenakan situasi dan budaya 

negara yang beragam. Bagi Indonesia pajak merupakan hal yang sangat 

dibutuhkan oleh negara, dikarenakan Indonesia merupakan negara berkembang 

yang masih memerlukan sumbangan dana yang besar untuk membangun 

perekonomian negaranya.  

Menurut Soemitro (2017:1) pajak merupakan bentuk iuran yang 

dipungut pemerintah dari rakyat yang sudah diatur dalam undang-undang dan 

dijadikan kas negara, yang kemudian dana tersebut digunakan oleh negara 

untuk pembangunan keperluan umum. Sedangkan definisi pajak menurut 

menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mendefinisikan pajak sebagai 

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan 

yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 
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mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Dari kesimpulan definisi pajak dalam (Mardiasmo, 2018: 3) dapat 

merangkai unsur-unsur dalam pajak sebagai berikut; Pajak merupakan iuran 

berupa uang dari rakyat kepada negara, yang memiliki hak memungut pajak 

hanyalah negara, Pemungutan pajak didasarkan oleh undang-undang. Undang-

undang sebagai dasar hukum dan kekuatan pajak, Pajak tidak memiliki jasa 

timbal dari negara yang secara langsung dapat menunjukkan kepada individu 

oleh pemerintah, dan Penggunaan dana pajak digunakan untuk membiayai 

pengeluaran yang bersifat untuk kepentingan umum. 

Pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi kepada pemerintah 

dan memiliki dasar hukum untuk memastikan kewajiban tersebut terpenuhi 

oleh wajib pajak. Menurut Rochmat Soemitro dalam (Mardiasmo, 2018: 4), 

hukum pajak mempunyai kedudukan antara hukum-hukum sebagai berikut; 

a. Hukum Perdata yang mengatur hubungan antara satu individu dengan 

individu lainnya. 

b. Hukum Publik yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan 

rakyatnya. Hukum public terdiri dari; hukum tata negara, hukum tata 

usaha, hukum pajak, hukum pidana. 

Dapat disimpulkan bahwa hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik. 

Seperti yang sudah dibahas diatas, pajak penting bagi pembiayaan 

pembangunan negara berkembang seperti Indonesia. Selain fungsi pembiayaan 

(Budgetair), pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur kebijakan 

(Regulerend). Dalam (Mardiasmo, 2018: 4) fungsi pajak sebagai regulerend 
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adalah sebagai alat pengaturan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial 

dan ekonomi. Salah satu bentuk dari fungsi pajak regulerend di Indonesia 

adalah perpajakan dalam minuman beralkohol lebih tinggi dengan tujuan 

mengendalikan tingkat konsumsi alkohol masyarakat. Sedangkan menurut UU 

KUP Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 1 Ayat 1 terdapat fungsi lainnya yaitu fungsi 

distribusi dan fungsi stabilisasi. Dimana fungsi distribusi dimaksud dengan 

fungsi pajak sebagai alat pemerataan pembangunan dan fungsi stabilisasi 

sebagai alat untuk mengendalikan atau menstabilkan jumlah uang yang 

beredar. 

7. Pajak Pertambahan Nilai 

 Pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan 

sebagai pajak tambahan saat pembeli membeli barang atau jasa kena pajak. 

Penjual kena pajak melimpahkan kewajiban PPN kepada pembeli yang akan 

menggunakan barang atau jasa kena pajak tersebut. Penjual yang memungut 

PPN wajib melakukan pelaporan SPT Masa setiap bulan atas PPN yang 

dipungut. Menurut (Supramono, 2010 : 125) pajak pertambahan nilai adalah 

pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam daerah pabean, konsumsi yang 

dikenakan PPN adalah barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak (JKP). 

Dari penjelasan UU No. 42 Tahun 2009 Tentang perubahan Ketiga atas UU No. 

8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah yang kemudian digantikan UU No. 7 Tahun 2021 Tentang 

Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pajak Pertambahan Nilai diartikan sebagai 

pajak konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara 

bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. 
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Mardiasmo (M. A. Mardiasmo, 2009 : 269) menjelaskan bahwa dari 

sejarahnya, pajak pertambahan nilai merupakan pengganti pajak penjualan. 

Pajak penjualan digantikan karena pajak penjualan sudah tidak layak untuk 

menampung kegiatan masyarakat dan tidak memenuhi sasaran kebutuhan 

pembangunan negara. Mardiasmo (M. A. Mardiasmo, 2009 : 269) juga 

menjelaskan lebih lanjut mengenai kelemahan pajak penjualan dan kelebihan 

dari pergantian menjadi pajak pertambahan nilai.  

Kelemahan dari pajak penjualan: 

a. Adanya pemajakan berganda 

b. Adanya berbagai jenis tarif, sehingga timbulnya kesulitan 

c. Tidak mendukung kegiatan ekspor 

d. Belum dapat mengatasi penyeludupan 

Dan kelebihan dari pergantian menjadi pajak pertambahan nilai: 

a. Menghilangkan pajak berganda 

b. Menggunakan tarif tunggal, sehingga lebih sederhana 

c. Netral dalam persaingan dalam negeri, perdagangan internasional. Netral 

pola konsumsi dan mendorong ekspor. 

8. Pajak Daerah 

Definisi pajak daerah menurut (Rahayu, 2013:46) adalah pungutan 

wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah 

tanpa kontraprestasi secara langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan 

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan 

daerah. Sedangkan menurut UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan 
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Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah mendefinisikan 

pajak daerah sebagai kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh wajib 

pajak pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Dalam (Siahaan, 2013 : 7) ciri-ciri pajak daerah adalah sebagai berikut: 

a. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan 

pelaksanaannya. 

b. Pembayaran pajak harus masuk kepada kas negara, yaitu kas pemerintah 

pusat atau kas pemerintah daerah, sesuai dengan jenis pajak yang dipungut. 

c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi 

individu oleh pemerintah, tidak ada imbalan langsung yang diperoleh 

pembayaran pajak. Dengan kata lain, tidak ada hubungan langsung antara 

jumlah pembayaran pajak dengan kontraprestasi secara individu. 

d. Penyelenggaraan pemerintahan secara umum merupakan manifestasi 

kontraprestasi dari negara kepada para pembayar pajak. 

e. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang 

menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak. 

f. Pajak memiliki sifat dapat dipaksakan. Artinya wajib pajak yang tidak 

memenuhi kewajiban pembayaran pajak, dapat dikenakan sanksi, baik 

sanksi pidana maupun denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
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9. Pajak Penghasilan 

Pajak penghasilan dikenakan kepada penerimaan uang yang diterima 

oleh wajib pajak. Walaupun pajak penghasilan mengurangkan penghasilan 

wajib pajak, namun penghasilan pajak tersebut akan digunakan oleh 

pemerintah untuk keperluan wajib pajak tersebut. Dalam (Resmi, 2011: 74) 

mendefinisikan pajak penghasilan sebagai pajak yang dikenakan kepada subjek 

pajak atas penghasilan yang telah diterima dalam suatu tahun pajak.  

Dasar hukum Pajak Penghasilan diatur dalam Undang-Undang No.7 

Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Namun Undang-Undang ini telah 

mengalami empat kali perubahan. Yang pertama, yaitu Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 1991, kedua dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, ketiga 

dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, dan keempat dalam Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2008. Keempat Undang-Undang tersebut tentang 

perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 mengenai 

Pajak Penghasilan. Selain itu, ketentuan terbaru mengenai Pajak Penghasilan 

telah disempurnakan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

mengenai Cipta Kerja, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai 

Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). 

Dalam (Resmi, 2009: 81) subjek pajak penghasilan adalah segala 

sesuatu yang mempunyai kemampuan untuk memperoleh penghasilan dan 

menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Undang-Undang Pajak 

Nomor 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat 1 mengartikan subjek pajak adalah orang 

pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang 

berhak, badan dan bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap merupakan subjek 

pajak yang perlakuan pajaknya dipersamakan dengan subjek pajak badan.  



27 
 

Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek 

pajak luar negeri. Menurut Undang-Undang Pajak Nomor 36 Tahun 2008 pasal 

2 ayat 2 dan 3 dalam hal subjek pajak dalam negeri adalah: 

a. Individu yang bertempat tinggal di Indonesia, dalam arti orang pribadi 

yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari 

dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam 

suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk 

bertempat tinggal di Indonesia.  

b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit 

tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria: pembentukannya 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; pembiayaannya 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah; penerimaannya dimasukkan dalam 

anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan pembukuannya 

diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara;  

c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang 

berhak. 

Sedangkan subjek pajak luar negeri adalah:  

a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi 

yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) 

hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak 

didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan 

usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; 

dan  
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b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi 

yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) 

hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak 

didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat 

menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari 

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di 

Indonesia. 

Menurut Undang-undang Pajak No. 36 Tahun 2008 pasal 3 tentang 

pajak penghasilan, yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan adalah: 

a. Kantor perwakilan negara asing 

b. Pejabat wakil diplomatik serta konsulat atau pejabat dari negara asing 

lainnya dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia 

tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar pekerjaannya 

tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;  

c. organisasi-organisasi internasional dengan syarat:  

1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan 

2) tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh 

penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada 

pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota; 

d. pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada 

huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak 

melakukan kegiatan memperoleh penghasilan dari Indonesia. 

Yang menjadi objek dari pajak penghasilan adalah seluruh penghasilan 

yang dapat diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari dalam maupun luar 

Indonesia. Menurut Undang-undang Pajak No. 36 Tahun 2008 pasal 4 
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membahas mengenai objek pajak dari pajak penghasilan. Berikut yang 

termasuk dari objek pajak penghasilan adalah: 

a. Imbalan atas pekerjaan yang dilakukan termasuk gaji, upah, tunjangan, 

honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan 

lainnya. 

b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;  

c. laba usaha; 

d. keuntungan dari penjualan atau karena pengalihan harta, diantaranya: 

keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan 

badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal; 

keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau 

anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;  

keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, 

pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan 

dalam bentuk apa pun; keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, 

bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah 

dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan 

pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi 

yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih 

lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan; dan keuntungan karena 

penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda 

turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan 

pertambangan; 

e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai 

biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;  
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f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan jaminan pengembalian 

utang;  

g. dividen; 

h.  royalti;  

i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;  

j. penerimaan pembayaran berkala;  

k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali jumlah tertentu yang 

ditetapkan Peraturan Pemerintah;  

l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;  

m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;  

n. premi asuransi; 

o. iuran dari perkumpulan anggota yang terdiri dari Wajib Pajak yang 

menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;  

p. tambahan kekayaan neto dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;  

q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;  

r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang 

mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan 

s. surplus Bank Indonesia 

Penghasilan yang dikecualikan menjadi objek pajak penghasilan adalah 

sebagai berikut; 

a. Bantuan atau sumbangan sebagai berikut; 

1) bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan 

amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan 

oleh pemerintah dan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib 

bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia. 
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2) harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis 

keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, 

badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang 

menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur 

dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, 

Sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau 

penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; 

b. warisan;  

c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau 

sebagai pengganti penyertaan modal;  

d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari 

Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib 

Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak 

yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;  

e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi;  

f. dividen atau bagian laba yang diterima perseroan terbatas sebagai Wajib 

Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha 

milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan 

bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: dividen berasal dari 

cadangan laba yang ditahan; dan bagi perseroan terbatas, badan usaha 

milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, 
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kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 

25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor; 

g. Penghasilan dari iuran dana pensiun yang pendiriannya sudah disahkan 

Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun 

pegawai;  

h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana 

dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan 

dengan Keputusan Menteri Keuangan;  

i. laba yang diperoleh anggota perseroan komanditer yang modalnya tidak 

terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, 

termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;  

j. dihapus;  

k. penghasilan diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari 

badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan 

di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut: 

1) merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang 

menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur 

dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan  

2) sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia; 

l. beasiswa yang memenuhi ketentuan yang diatur berdasarkan Peraturan 

Menteri Keuangan;  

m. sisa lebih yang diterima badan nirlaba bidang pendidikan dan/atau bidang 

penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang 

membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan 

prasarana dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak 
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diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut 

dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan 

n. bantuan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk Wajib Pajak 

tertentu, yang ketentuannya diatur berdasarkan Peraturan Menteri 

Keuangan. 

10. Surat Pemberitahuan 

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata 

Cara Perpajakan yang telah mengalami beberapa perubahan dan sekarang 

diubah menjadi UU Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan 

Perpajakan menyatakan bahwa surat pemberitahuan adalah surat yang 

digunakan wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran 

pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam 

UU Nomor 28 Tahun 2007 juga menjelaskan bahwa surat pemberitahuan masa 

adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak sedangkan surat 

pemberitahuan tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak 

atau bagian tahun pajak. UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga 

Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan 

Tata Cara Perpajakan yang telah mengalami beberapa perubahan dan sekarang 

diubah menjadi UU Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan 

Perpajakan juga menjelaskan bahwa batas waktu penyampaian untuk SPT 

Masa paling lama dua puluh hari setelah akhir masa pajak dan untuk SPT 

Tahunan untuk orang pribadi paling lama disampaikan tiga bulan setelah akhir 
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tahun pajak sedangkan untuk SPT Tahunan badan paling lama disampaikan 

empat bulan setelah akhir tahun pajak. 

Dalam website pajakku dijelaskan bahwa terdapat empat jenis formulir 

surat pemberitahuan yaitu formulir SPT Tahunan 1770 SS untuk wajib pajak 

perorangan yang bekerja sebagai karyawan dan memperoleh penghasilan 

kurang dari atau sama dengan enam puluh juta setiap tahunnya, formulir SPT 

Tahunan 1770 S untuk wajib pajak perorangan yang bekerja sebagai karyawan 

dan memperoleh penghasilan melebihi enam puluh juta setiap tahunnya dan 

juga untuk karyawan yang bekerja di dua atau lebih perusahaan dalam waktu 

satu tahun, formulir SPT Tahunan 1770 untuk wajib pajak perorangan yang 

memiliki status kerja sebagai pemilik bisnis atau pekerja bebas, dan formulir 

SPT Tahunan 1771 untuk wajib pajak badan.  

Untuk Wajib Pajak Luar Negeri terutama kantor perwakilan, kewajiban 

pelaporan SPT akan didasarkan dari P3B negara Indonesia dan negara terkait. 

Untuk negara Thailand, berdasarkan Thailand Board of Investment mengatur 

bahwa representative office tidak dianggap sebagai subjek pajak namun wajib 

memiliki tax identification number atau NPWP dan wajib untuk melaporkan 

SPT Tahunan meskipun nihil. 

11. PPh 21 

Dalam (Tomasowa & SE, 2023: 97) memaparkan bahwa Pajak 

Penghasilan Pasal 21 merupakan kewajiban yang harus dipenuhi wajib pajak 

orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang telah diperoleh dari 

pekerjaan, jasa, atau kegiatannya. Penghasilan tersebut dapat berupa jagi, upah, 

honorarium dan penghasilan lainnya yang diterima di tempat kerjanya. 
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Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan kepada wajib 

pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan dari pekerjaannya. Penghasilan 

yang dikenakan PPh pasal 21 merupakan keseluruhan penghasilan yang 

diperoleh oleh wajib pajak berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan 

pembayaran lainnya yang diterima oleh wajib pajak dari tempat kerjanya yang 

berhubungan dengan pekerjaannya.  

PPh pasal 21 dikenakan tarif berdasarkan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, 

Pasal 17 Ayat 1(a). Perhitungan tarif pajak pribadi menggunakan tarif 

progresif. Berikut tarif progresif pasal 17; 

Tabel 2. 1                                                                                                                

Tarif PPh 21 Berdasarkan Pasal 17 Ayat 1 

Rentang Penghasilan 
Tarif 

Pajak 

0 – Rp 60 juta 5% 

>Rp60 – 250 juta 15% 

>Rp250 – 500 juta 25% 

>Rp500 juta – 5 miliar 30% 

>Rp5 miliar 35% 

Jika penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, maka 

akan dikenakan tarif lebih tinggi 20% dari tarif normal 

Sumber :  UU Nomor 7 tahun 2021 

Perhitungan PPh pasal 21 dilakukan dengan pertama mencari nominal 

penghasilan neto selama setahun, kemudian dikurangi PTKP sehingga didapat 

penghasilan kena pajaknya. Penghasilan kena pajak tersebut yang akan 

dikenakan tarif berlapis pasal 17. 
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PPh pasal 21 dibayarkan tiap bulannya dan memiliki tanggal jatuh 

tempo tanggal 10 bulan berikutnya. Pelaporan PPh Pasal 21 dilakukan oleh 

pemberi kerja setiap bulannya melalui SPT masa. Pemberi kerja harus 

menyampaikan SPT masa PPh 21 paling lambat tanggal 20 setiap bulan. PPh 

21 juga dilaporkan dalam SPT tahunan paling lambat 30 April tahun 

berikutnya. Pelaporan SPT masa dan SPT tahunan dapat dilakukan secara 

online melalui layanan e-filing DJP online.  

Jika terdapat keterlambatan dalam pelunasan pajak maka akan 

dikenakan tarif sanksi administrasi pajak yang bersifat dinamis, dalam arti 

setiap bulannya tarif bunga sanksi administrasi pajak akan berubah-ubah 

tergantung kepada Menteri Keuangan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2020 (UU Cipta Kerja), terdapat aturan baru yang mengubah tarif 

sanksi, sehingga tarif mengacu pada suku bunga acuan yang ditetapkan 

Kementerian Keuangan (Pasal 113 ayat 5a). Dasar penghitungan potensi denda 

akibat pajak yang belum dibayar adalah berdasarkan pajak yang belum dibayar 

kemudian dikalikan dengan tarif denda. Tarif denda pajak ini berlaku untuk 

semua jenis pajak. 

12. PPh 23 

Dalam (Resmi, 2016: 313) menyatakan Pajak Penghasilan Pasal 23 

merupakan pajak yang dikenakan wajib pajak dalam negeri atas penghasilan 

modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan yang diperoleh wajib 

pajak tersebut selain yang sudah dipotong PPh Pasal 21. Pajak Penghasilan 

Pasal 23 meliput pajak atas beberapa penghasilan yang belum termasuk dalam 

Pajak Penghasilan Pasal 21.  
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Subjek PPh Pasal 23 adalah wajib pajak orang pribadi maupun wajib 

pajak badan yang tergolong BUT yang menerima penghasilan dari kegiatan 

jasa dan penghasilan lainnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Pajak 

Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan selain 

penghasilan yang sudah dipotong oleh Pajak Penghasilan Pasal 21. Objek 

Pajak Penghasilan Pasal 23 antaranya adalah penghasilan dari dividen, bunga, 

royalti, penghasilan sewa, imbalan jasa ahli, hadiah undian, bonus dan 

penghargaan.  

Pembayaran PPh pasal 23 dilakukan oleh pihak pemotong dengan 

tanggal jatuh tempo tanggal 10 bulan berikutnya. Pihak pemotong harus 

membuat bukti potong untuk pihak yang akan dipotong penghasilannya dan 

juga untuk melakukan e-filing pajak untuk keperluan SPT. Jika terdapat 

keterlambatan dalam pelunasan SPT maka akan dikenakan tarif sanksi 

administrasi pajak yang bersifat dinamis, dalam arti setiap bulannya tarif bunga 

sanksi administrasi pajak akan berubah-ubah tergantung Menteri Keuangan. 

13. PPh 4 Ayat 2 

Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 adalah pajak final yang dikenakan 

kepada penghasilan berupa jasa, sewa tanah dan/atau bangunan, hadiah undian, 

dan penghasilan tertentu lainnya. Dalam (Pohan, 2014: 370), menyatakan 

bahwa dalam pengenaan pajak penghasilan final, setelah pelunasannya 

kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak final 

tersebut tidak boleh digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang tidak 

bersifat final. Dalam (Resmi, 2011: 139) pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yang 

bersifat final terdiri dari; 
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a. Penghasilan bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan 

surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi 

kepada anggota koperasi orang pribadi; 

b. Penghasilan dari hadiah undian; 

c. Penghasilan dari transaksi saham dan derivatif yang diperdagangkan di 

bursa, serta transaksi penjualan atau pengalihan saham yang 

diperdagangkan di bursa pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh 

perusahaan modal ventura; 

d. Penghasilan dari transaksi pengalihan tanah dan/atau bangunan, usaha jasa 

konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan 

e. Penghasilan tertentu lainnya (penghasilan dari pengungkapan 

ketidakbenaran, penghentian penyidikan tindak pidana, dan lain-lain). 

Jenis penghasilan yang PPh-nya final sebagaimana dipotong PPh berdasar 

Pasal 4 ayat (2) UU PPh dapat dilihat pada SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2). 

Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak PPh 4 ayat (2) menurut 

UU Pajak nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-

undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan adalah sebagai berikut; 

a. Sumbangan yang diterima lembaga yang disahkan pemerintah dan harta 

hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 

satu derajat, dengan syarat tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, 

kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; 

b. warisan;  

c. harta berupa setoran tunai yang diterima badan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau penyertaan 

modal;  
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d. imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang diterima dalam bentuk natura 

dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali jika pemberi bukan Wajib Pajak, 

Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang 

menggunakan norma penghitungan khusus;  

e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan 

dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi 

dwiguna, dan asuransi bea siswa;  

f. dividen yang diterima perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam 

negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, 

dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat 

kedudukan di Indonesia dengan syarat: 

(1) dividen dari cadangan laba yang ditahan; dan  

(2) bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha 

milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan 

yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) 

dari jumlah modal yang disetor; 

g. iuran dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, 

baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;  

h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana 

dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan 

dengan Keputusan Menteri Keuangan;  

i. bagian laba yang diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang 

modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, 

firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi 

kolektif;  
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j. dihapus;  

k. penghasilan perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan 

pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha di Indonesia, 

dengan syarat badan pasangan usaha tersebut: merupakan perusahaan 

mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-

sektor usaha yang diatur Peraturan Menteri Keuangan; dan sahamnya tidak 

diperdagangkan di bursa efek di Indonesia; 

l. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur 

lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;  

m. sisa lebih badan nirlaba dalam bidang pendidikan, penelitian dan 

pengembangan, yang terdaftar pada instansi, yang ditanamkan kembali ke 

sarana dan prasarana dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak 

diperolehnya sisa lebih, yang ketentuannya diatur berdasarkan Peraturan 

Menteri Keuangan; dan 

n. bantuan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, 

yang ketentuannya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

Tarif PPh Pasal 4 ayat (2) dikenakan kepada wajib pajak pribadi 

maupun badan dan memiliki karakteristik jumlah tarif tergantung kepada jenis 

penghasilan yang diterima sesuai dengan peraturan pemerintah yang 

ditetapkan. Tata cara penyetoran dan pelaporan menurut Peraturan Menteri 

Keuangan No.80/PMK.03/2010 jo. PMK No. 184/PMK.03/2017, untuk 

penyetoran PPh pasal 4 ayat 2 harus disetor oleh pemotong pajak penghasilan 

paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir 

kecuali ditentukan lain oleh Menteri Keuangan dan jika tanggal jatuh tempo 

penyetoran PPh pasal 4 ayat 2 bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu 
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atau hari libur nasional, maka penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja 

berikutnya. Untuk pelaporan pajak PPh 4 ayat 2, pemotong atau pemungut PPh 

wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPh pasal 4 ayat 2 paling 

lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. Sama seperti pelaporan 

pajak, jika batas waktu pelaporan bertepatan dengan hari libur nasional atau 

hari sabtu, maka pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. 

14. PPh 15 

Salah satu perbedaan perlakuan pajak kantor perwakilan Perusahaan 

Perdagangan Asing adalah pengenaan tarif khusus yaitu PPh 15. Pajak 

Penghasilan Pasal 15 diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) 

Nomor 634/KMK.04/1994 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan 

Neto Bagi Wajib Pajak Luar Negeri yang Mempunyai Kantor Perwakilan 

Dagang di Indonesia. Adapun untuk pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan 

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-667/PJ./2001 tentang Norma 

Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Luar Negeri yang 

Mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia.  Seluruh kegiatan ekspor 

terintegrasi dengan sistem perpajakan Indonesia, sehingga otomatis tercatat dan 

dikenakan PPh 15. 

Pajak Penghasilan Pasal 15 adalah pajak yang dikenakan kepada wajib 

pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan di Indonesia dan datang 

dari negara yang tidak memiliki perjanjian pajak P3B dengan Indonesia. 

Namun, menurut (Wahyudi, 2022: 11) jika kantor perwakilan perusahaan 

perdagangan asing datang dari negara yang memiliki P3B dengan Indonesia, 

tetapi perhitungan pajaknya tidak dapat dihitung dengan cara biasa PPh Badan 
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sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri berdasarkan Pasal 16, maka perhitungan 

pajak kantor perwakilan tersebut dapat dihitung sesuai Pajak Penghasilan Pasal 

15.  

Pajak Penghasilan Pasal 15 dikenakan atas nilai ekspor bruto, yaitu 

nilai penggantian atau imbalan yang diterima wajib pajak luar negeri tersebut. 

Dalam KMK 634/1994 penghasilan neto dari kantor perwakilan perdagangan 

asing di Indonesia adalah sebesar 1% dari nilai ekspor bruto. Tarif efektif dari 

norma tersebut adalah 0.44% yang didapat dari kalkulasi tarif PPh badan 30% 

serta tarif branch profit tax 20%. Berikut kalkulasi tarif tersebut sebagai 

berikut:  

Gambar 2. 1                                                                                                        

Perhitungan Tarif PPh 15 

 

Sumber : Ortax 

Tarif dari PPh 15 adalah 0.44% dari nilai export dan bersifat final. Nilai ekspor 

termasuk semua nilai kompensasi yang diterima WPLN yang mempunyai 

kantor perwakilan di Indonesia dari penyerahan barang kepada klien di 

Indonesia. Sedangkan final berarti tidak ada pengembalian dari pembayaran 

PPh 15.  

Kantor perwakilan wajib membayar PPh 15 paling lambat yaitu tanggal 

lima belas bulan berikutnya dan melaporkannya paling lambat tanggal dua 

puluh. Pembayaran dapat dilakukan melalui bank atau pos dan rekening giro 
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dengan menggunakan NPWP. Denda untuk keterlambatan pembayaran PPh 15 

sebesar 2% per bulan. Namun mulai Oktober 2020 melalui Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 (UU Cipta Kerja), ada aturan baru yang mengubah 

sanksinya, mengacu pada suku bunga acuan yang ditetapkan Kementerian 

Keuangan (Pasal 113 ayat 5a). Misalnya tarif sanksi administratif berupa bunga 

per bulan: Periode 01 September - 30 Juni 2021 sebesar 0,94%, dan untuk 

periode 01 Okt - 31 Okt sebesar 0,93%. Besaran denda pajak ini berbeda-beda 

setiap bulannya, disesuaikan dengan suku bunga acuan yang dikeluarkan 

kementerian keuangan. Dasar penghitungan potensi denda akibat pajak yang 

belum dibayar adalah berdasarkan pajak yang belum dibayar kemudian 

dikalikan dengan tarif denda. Tarif denda pajak ini berlaku untuk semua jenis 

pajak. 

B. Penelitian Terdahulu 

Tabel 2. 2                                                                                                                 

Penelitian Terdahulu 

1.  Judul Penelitian Analisis Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 15 

Terhadap Kantor Perwakilan Perusahaan Asing 

Nama Peneliti Nurkholis Rafsanjani & Benny Gunawan Ardiansyah 

Tahun Penelitian 2021 

Sumber Jurnal Pajak dan Keuangan Negara 

Variabel Prinsip ekonomi. Teori Perpajakan, Prinsip Hukum, 

Pajak Internasional 

Objek Pajak Pajak Penghasilan Pasal 15 

Kesimpulan 1. Tujuan utama pendirian kantor perwakilan 

perusahaan asing adalah melakukan 

manajemen perusahaan dan aktivitas yang 

bersifat penunjang. 

2. Dalam hal kantor perwakilan berasal dari 

perusahaan yang berkedudukan di negara 

yang memiliki perjanjian P3B dengan 

Indonesia, maka kantor perwakilan tidak 

dianggap sebagai BUT. 
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3. Kriteria pengenaan PPh 15 terhadap kantor 

perwakilan perusahaan asing adalah; Apabila 

terdapat P3B antara Indonesia dengan negara 

asal kantor pusat dari kantor perwakilan 

perusahaan asing maka harus memenuhi 

syarat sebagai BUT menurut P3B. Jika tidak 

terdapat P3B, maka akan langsung dianggap 

sebagai Subjek Pajak Luar Negeri. 

2. Judul Penelitian The Role of Tax Extension Officers in Optimizing 

Tax Compliance with Representative Offices  

(Peran Penyuluh Pajak Mengoptimalisasi Kepatuhan 

Pajak Atas Kantor Perwakilan) 

Nama Peneliti Slamet Wahyudi  

Tahun Penelitian 2022 

Sumber Jurnal Keuangan dan Perbankan 

Variabel Kepatuhan baik pembayaran maupun pelaporan 

perpajakan khususnya KPDA di lingkungan KPP 

Badan dan Orang Asing. 

Objek Pajak Pajak Penghasilan Pasal 15 

Kesimpulan Kantor perwakilan dagang asing (KPDA) wajib 

melakukan pembayaran PPh atas kegiatannya baik 

melalui PPh Badan dana tau PPh Pasal 15, apabila 

KPDA tersebut memiliki alamat kantor sebagai suatu 

tempat ketatalaksanaan dan melakukan kegiatan 

bisnis dengan pihak lain 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan landasan teori, maka berikut kerangka pemikiran dapat disusun 

sebagai berikut: 

1. Kewajiban Perpajakan ABC (Thailand) sebagai sebuah badan memiliki 

kewajiban untuk melakukan pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 4 ayat 2, 

PPh Pasal 21, dan PPh Pasal 23. Sebagai kewajiban maka sesuai Teori 

Kepatuhan dan Teori Atribusi maka perusahaan harus melaksanakannya karena 

kalau tidak akan dikenakan sanksi. Kewajiban pemotongan dan pemungutan 

PPh ini juga harus diikuti dengan kewajiban penyampaian laporan SPT Masa 



45 
 

nya. Oleh karena itu peneliti akan menganalisis menggunakan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan 

Undang-Undang no 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 

dan Peraturan Pemerintah (PP) serata Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 

serta Keputusan Dirjen Pajak (KepDirJen) yang terkait dan terbaru untuk 

mengetahui dan menganalisis apakah perusahaan sudah melaksanakan 

kewajibannya sesuai peraturan yang berlaku.  

2. Kewajiban perpajakan ABC (Thailand) sebagai sebuah badan memiliki 

kewajiban terkait pajak penghasilan yang dibayar sendiri. Sebagai kewajiban 

maka sesuai Teori Kepatuhan dan Teori Atribusi maka perusahaan harus 

melaksanakannya karena kalau tidak akan dikenakan sanksi. Kewajiban 

pemotongan dan pemungutan PPh ini juga harus diikuti dengan kewajiban 

penyampaian laporan SPT Masa nya. Oleh karena itu peneliti akan 

menganalisis menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 

tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang no 7 Tahun 

2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Peraturan Pemerintah 

(PP) serata Peraturan Menteri Keuangan (PMK) serta Keputusan Dirjen Pajak 

(KepDirJen) yang terkait dan terbaru untuk mengetahui dan menganalisis 

apakah perusahaan sudah melaksanakan kewajibannya sesuai peraturan yang 

berlaku.  

3. Kewajiban perpajakan ABC (Thailand) sebagai badan memiliki kewajiban 

terkait PPN/PPnBM. Sebagai kewajiban maka sesuai Teori Kepatuhan dan 

Teori Atribusi maka perusahaan harus melaksanakannya karena kalau tidak 

akan dikenakan sanksi. Kewajiban pemotongan PPN/PPnBM ini juga harus 
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diikuti dengan kewajiban penyampaian laporan SPT Masa nya. Oleh karena itu 

peneliti akan menganalisis menggunakan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 

Tentang perubahan Ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak 

Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang 

kemudian digantikan UU No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan 

Perpajakan dan Peraturan Pemerintah (PP) serata Peraturan Menteri Keuangan 

(PMK) serta Keputusan Dirjen Pajak (KepDirJen) yang terkait dan terbaru 

untuk mengetahui dan menganalisis apakah perusahaan sudah melaksanakan 

kewajibannya sesuai peraturan yang berlaku. 

4. Kewajiban perpajakan ABC (Thailand) sebagai badan memiliki kewajiban 

terkait pajak daerah. Sebagai kewajiban maka sesuai Teori Kepatuhan dan 

Teori Atribusi maka perusahaan harus melaksanakannya karena kalau tidak 

akan dikenakan sanksi. Oleh karena itu peneliti akan menganalisis dengan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan 

Pemerintah (PP) serata Peraturan Menteri Keuangan (PMK) serta Keputusan 

Dirjen Pajak (KepDirJen) yang terkait dan terbaru untuk mengetahui dan 

menganalisis apakah perusahaan sudah melaksanakan kewajibannya sesuai 

peraturan yang berlaku. 

5. Kewajiban pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan kantor perwakilan ABC 

(Thailand) dipengaruhi oleh jenis dari kantor perwakilan dan apakah bentuk 

dari kantor perwakilan tersebut merupakan usaha tetap. Sebagai kewajiban 

maka sesuai Teori Kepatuhan dan Teori Atribusi maka perusahaan harus 

melaksanakannya karena kalau tidak akan dikenakan sanksi. Atas kewajiban 
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pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan akan dianalisis menggunakan Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan yang telah mengalami beberapa perubahan dan sekarang diubah 

menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi 

Peraturan Perpajakan. Dalam jurnal (Wahyudi, 2022 : 8) dinyatakan bahwa 

rendahnya penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan dan rendahnya 

pembayaran PPh khususnya PPh Pasal 15 dikarenakan terdapat perbedaan 

sudut pandang KPDA antara wajib pajak dan fiskus. 

6. Kepatuhan Aspek Perpajakan ABC (Thailand) Sebagai kewajiban maka sesuai 

Teori Kepatuhan dan Teori Atribusi maka perusahaan harus melaksanakannya 

karena kalau tidak akan dikenakan sanksi. Untuk mengetahui apakah wajib 

pajak melakukan kewajibannya peneliti akan mengacu kepada Teori 

Kepatuhan yang menjelaskan keadaan tercapainya sikap taat hukum dan Teori 

Atribusi yang mencoba untuk memahami alasan mengapa perilaku tertentu 

dilakukan oleh kantor perwakilan. Peneliti akan menganalisis dengan Undang-

Undang Republik Indonesia yang terkait serta Peraturan Menteri Keuangan 

(PMK) serta Keputusan Dirjen Pajak (KepDirJen) yang terkait dan terbaru 

untuk mengetahui dan menganalisis apakah perusahaan sudah melaksanakan 

kewajibannya sesuai peraturan yang berlaku.  
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Gambar 2. 2                                                                                                            
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BAB III                                                                                                                    

METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini peneliti akan memperkenalkan pembaca kepada objek yang akan 

diteliti, termasuk data penelitian apa yang akan diambil untuk penelitian. Kemudian desain 

penelitian yang berisikan penjelasan mengenai pendekatan penelitian yang akan digunakan 

dalam penelitian ini dan mengapa peneliti memilih pendekatan tersebut untuk penelitian 

ini. Variabel penelitian akan penulis sajikan berupa apa yang dijadikan variabel penelitian, 

definisi variable, serta indikator dari variabel.  

Setelah itu penulis akan menjabarkan mengenai teknik pengumpulan data yang 

akan digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Teknik pengambilan sampel untuk 

memilih anggota populasi yang akan menjadi anggota sampel, dan teknik analisis data 

penelitian yang digunakan untuk mengelola data penelitian. 

A. Objek Penelitian 

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah perlakuan perpajakan kantor 

perwakilan perusahaan perdagangan ABC (Thailand) yang berdiri di Indonesia. 

Data penelitian yang akan digunakan dalam penelitian adalah data tahun 2022. 

Informasi dan dokumen yang digunakan peneliti diperoleh dari konsultan 

pajak dan kantor perwakilan perusahaan perdagangan ABC (Thailand). Informasi 

berupa daftar export sales, daftar gaji, daftar transaksi dan bukti potong PPh selama 

tahun 2022 milik kantor perwakilan. Selain pengumpulan dokumen, peneliti akan 

melakukan wawancara konsultan pajak dan Chief Representative kantor perwakilan 

perusahaan perdagangan asing untuk mengumpulkan informasi terkait studi kasus 

yang dilakukan. 
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B. Desain Penelitian Studi Kasus 

Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu perlakuan perpajakan dari 

kantor perwakilan dagang perusahaan asing ABC (Thailand) karena dari itu peneliti 

memutuskan untuk mengambil pendekatan penelitian kualitatif studi kasus untuk 

dapat menggali lebih dalam bagaimana perlakuan pajak dilakukan di kantor 

perwakilan perusahaan perdagangan asing. Penelitian studi kasus menurut Robert 

K. Yin (Yin, 2014: 18) adalah inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena di dalam 

konteks kehidupan nyata, batas antara fenomena dan konteks tidak terlihat jelas, 

dan memanfaatkan bukti multi sumber. 

Dalam buku Robert K. Yin (Yin, 2014: 62) ia menyusun langkah-langkah 

dalam melakukan penelitian studi kasus. Langkah-langkah tersebut diilustrasikan 

sebagai berikut; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Studi Kasus Desain & Metode, Robert K.Yin Halaman 61 

Dapat dilihat dari gambar diatas, langkah awal dalam penelitian studi kasus yaitu 

mendesain penelitian. Pada tahap mendesain penelitian peneliti akan melakukan 

Gambar 3. 1                                                                                      

Langkah Penelitian Studi Kasus 
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pengembangan teori atau konsep untuk menentukan kasus dan merangkai sistem 

pengumpulan data. Pengembangan teori dilakukan dengan tujuan untuk 

memunculkan sebuah pertanyaan penelitian dan proposisi penelitian yang 

merupakan sebuah jawaban teoritis atas pertanyaan penelitian. Proposisi berperan 

sebagai landasan bagi peneliti untuk menetapkan kasus dan unit analisis. Langkah 

berikutnya dalam penelitian studi kasus adalah pengumpulan dan analisis data 

kasus tunggal. Dalam langkah ini peneliti akan melakukan persiapan untuk 

pengumpulan dan analisis data berdasarkan protokol penelitian yang sudah disusun 

sebelumnya. Dalam penelitian studi kasus tunggal penelitian dilakukan kepada 

kasus kemudian lanjut ke tahap berikutnya. Tahap terakhir dari penelitian studi 

kasus yaitu analisis lintas kasus. pada penelitian studi kasus tunggal akan dilakukan 

analisis dan penyimpulan dari hasil penelitian guna untuk menetapkan atau 

memperbaiki konsep dan teori yang telah disusun pada tahap awal penelitian. 

Desain penelitian memiliki peran sebagai latar untuk memikirkan desain 

yang spesifik bagi studi kasus. Robert K. Yin (Yin, 2014: 46-60) memaparkan 

empat strategi desain-desain studi kasus yaitu; 

1. Desain Kasus Tunggal Holistik, dimana desain studi kasus ini menggunakan 

sebuah kasus penting untuk menguji teori yang telah disusun dengan baik dan 

studi kasus hanya mengkaji sifat umum program yang bersangkutan. Kasus 

tunggal yang diteliti hanya menganalisis sebuah persoalan pokok dimana tidak 

bisa diidentifikasikan ke dalam sub-sub lainnya.   

2. Desain Kasus Tunggal Terjalin, dimana desain studi kasus ini menggunakan 

sebuah kasus penting untuk menguji teori yang telah disusun dengan baik dan 

studi kasus tidak hanya berkaitan dengan program publik tunggal tapi 
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menyangkut hasil proyek-proyek perorangan dalam program tersebut. 

(menggunakan unit multi analisis).  

3. Desain Multi Kasus Holistik, desain studi kasus yang mengarah ke hasil 

spesifik dalam ruang lingkup yang bersangkutan secara keseluruhan yang 

berarti memandang multikasus sebagai multi eksperimen yaitu mengikuti 

logika replika dimana studi kasus ini hanya mengkaji sifat umum program 

yang bersangkutan. (terdiri dari beberapa kasus namun hanya meneliti satu hal) 

4. Desain Multikasus Terjalin, desain studi kasus yang mengarah ke hasil spesifik 

dalam ruang lingkup yang bersangkutan secara keseluruhan yang berarti 

memandang multikasus sebagai multi eksperimen yaitu mengikuti logika 

replika dimana studi kasus ini tidak hanya berkaitan dengan program publik 

tunggal tapi analisisnya menyangkut hasil proyek-proyek perorangan dalam 

program tersebut (terdiri dari beberapa kasus dan beberapa unit analisis) 

Penelitian ini akan menggunakan desain studi kasus tunggal holistik 

dikarenakan penelitian menempatkan sebuah kasus menjadi sebuah fokus dari 

penelitian. Dalam penelitian ini, fokus penelitian ada pada masalah perlakuan 

perpajakan dan holistik dikarenakan fokus penelitian secara menyeluruh terdapat 

pada persoalan pokok dari kasus yaitu cara perlakuan wajib pajak.  

Robert K. Yin (Yin, 2014: 47) menyatakan bahwa penelitian studi kasus 

tunggal merupakan suatu desain penelitian yang cocok untuk beberapa keadaan 

seperti saat kasus tunggal menyatakan kasus penting dalam menguji suatu teori 

yang telah dirangkai dan saat untuk memastikan, mengubah, atau mengembangkan 

teori tersebut, terdapat kasus tunggal yang sesuai untuk semua kondisi guna 

menguji teori yang bersangkutan. Dalam (Yin, 2014: 49) juga menyatakan bahwa 

studi kasus tunggal merupakan suatu desain yang cocok jika kasus yang dipilih 
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merupakan kesempatan khusus bagi peneliti. Kesempatan tersebut merupakan 

sebuah celah yang memungkinkan peneliti untuk dapat meneliti kasus tersebut, 

karena jika peneliti tidak memiliki kesempatan ini maka peneliti tidak mungkin 

dapat melakukan penelitian terhadap kasus tersebut.  

Dalam penelitian ini peneliti memilih kasus perpajakan kantor perwakilan 

perusahaan perdagangan asing ABC (Thailand). Kasus sesuai dengan teori yang 

telah disusun oleh penulis dan memenuhi semua kondisi untuk dapat menguji teori 

yang telah disusun tersebut. Selain itu kasus ini dapat penulis ambil dikarenakan 

ada kesempatan yang memungkinkan penulis untuk meneliti kasus ini. Dikarenakan 

kesempatan ini muncul, penulis dapat memperoleh informasi yang akan disediakan 

oleh kantor perwakilan. 

C. Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian adalah aspek perpajakan Kantor Perwakilan 

Dagang Perusahaan Asing ABC (Thailand). Variabel aspek perpajakan mencakup 

keseluruhan perlakuan pajak yang dilakukan bisnis oleh karena kegiatannya. 

Berikut variable aspek perpajakan yang diteliti dalam penelitian; 

1. Pajak Penghasilan yang Dibayar Sendiri: 

a. PPh Pasal 25 

b. PPh Pasal 25 OPPT 

c. PPH Pasal 29 

d. PPh Final 

2. Pajak Pertambahan Nilai: 

a. Pemungut PPN 

b. PPN kegiatan membangun sendiri (KMS) 
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3. Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan: 

a. PPh Pasal 4 (2) 

b. PPh Pasal 15 

c. PPh Pasal 19 

d. PPh Pasal 21 

e. PPh Pasal 22 

f. PPh Pasal 23 

g. PPh Pasal 26 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam buku Studi Kasus Desain & Metode (Yin, 2014: 103) menyatakan 

bahwa dalam penelitian studi kasus terdapat berbagai macam metode pengumpulan 

data. Diantaranya yaitu, dokumentasi, rekaman arsip, wawancara, observasi 

langsung, observasi pemeran serta, dan perangkat fisik. Dalam penelitian penulis 

akan menggunakan sumber bukti sebagai berikut; 

1. Wawancara  

Wawancara adalah salah satu sumber informasi studi kasus yang sangat 

esensial, karena studi kasus umumnya berkenaan dengan urusan kemanusiaan. 

Urusan kemanusiaan ini harus dilaporkan dan diinterpretasikan melalui 

penglihatan responden wawancara, kemudian peneliti dapat menerima 

informasi berisi keterangan-keterangan penting terkait situasi yang dibahas. 

2. Dokumentasi 

Penggunaan dokumen-dokumen dalam studi kasus dapat berperan penting 

dalam mendukung dan menambah bukti dari sumber-sumber lain. Peran 

dokumen antara lain, membantu untuk memastikan ejaan dan nama yang benar 
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dari organisasi yang akan disinggung dalam wawancara, dokumen dapat 

memberikan penjelasan spesifik lainnya guna mendukung informasi dari 

sumber-sumber lain dan jika ternyata bukti dokumen bertentangan maka 

peneliti mempunyai alasan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai 

hal tersebut, dan kesimpulan dapat dibuat dari dokumen-dokumen yang 

diperoleh. Dokumentasi dalam penelitian ini dapat berupa dokumen-dokumen 

administratif, proposal, laporan kemajuan, dan dokumen-dokumen internal 

lainnya. 

3. Rekaman Arsip 

Rekaman arsip dapat digunakan bersama-sama dengan sumber informasi 

lainnya dalam pelaksanaan studi kasus. Namun beda dengan dokumentasi, 

rekaman arsip memiliki kegunaan yang bervariasi tergantung dengan kasusnya. 

Rekaman arsip dapat berperan penting dalam penelitian sehingga menjadi 

objek perolehan kembali dan analisis yang luas. Pada penelitian lainnya, 

rekaman arsip mungkin hanya sepintas relevansinya saja. Rekaman arsip dapat 

berupa rekaman keorganisasian, seperti bagan dan anggaran organisasi pada 

periode waktu tertentu. 

Untuk dapat memaksimalkan sumber bukti tersebut (Yin, 2014: 118) 

memaparkan tiga prinsip dalam pengumpulan data untuk membantu peneliti 

menghadapi masalah validitas konstruk dan reliabilitas studi kasus. ketiga 

prinsip tersebut yaitu; 

1. Menggunakan Multi Sumber Bukti 

Disarankan peneliti menghindari mengandalkan satu sumber bukti saja 

sebagai dasar dari penelitian. Dalam beberapa peristiwa, seringkali dalam 

desain penelitian peneliti mengidentifikasi persoalan yang harus diselidiki 
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maupun pemilihan sumber bukti tunggalnya sebagai fokus dari upaya 

pengumpulan data tersebut. Penggunaan sumber bukti tunggal seperti ini 

harus dihindari karena kekuatan utama dari pengumpulan data studi kasus 

terletak pada peluang untuk menggunakan berbagai sumber bukti. 

Penggunaan multi sumber bukti dalam studi kasus memberi peluang 

kepada peneliti untuk mengarahkan diri kepada isu-isu historis, sikap dan 

observasi yang lebih luas. Tetapi keuntungan multi sumber bukti yang 

paling penting adalah pengembangan kesatuan inkuiri yang dapat 

membantu temuan dan konklusi apa pun dalam studi kasus menjadi lebih 

meyakinkan dan tepat jika didasarkan pada beberapa sumber informasi 

yang beragam mengikuti bentuk pendukungnya. 

2. Menciptakan Data Dasar Studi Kasus 

Prinsip kedua dalam pengumpulan data berkaitan dengan organisasi dan 

dokumentasi data yang telah dikumpulkan. Dokumen pada umumnya 

dibagi menjadi dua jenis yaitu data atau bukti dasar dengan laporan 

peneliti. Data-data tersebut kemudian harus dikembangkan, persoalan 

pengembangan data dasar digambarkan dalam kaitannya dengan empat 

komponen tersebut yaitu; 

a. Catatan Studi Kasus, catatan yang dimaksud dapat berbentuk hasil 

wawancara, observasi, atau analisis dokumen dari peneliti. Catatan 

studi kasus harus disimpan agar kemudian peneliti dapat 

mengungkapkannya kembali secara efisien di lain waktu. Catatan 

tersebut akan berguna sebagai bagian dari data dasar studi kasus. 

b. Dokumen studi kasus, dokumen relevan yang telah dikumpulkan 

selama penelitian berlangsung berfungsi sebagai penjelasan tambahan 
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tentang bibliografi dokumen yang bersangkutan. Tujuan pokok dari 

penjelasan tambahan ini adalah memudahkan penyimpanan dan 

penemuan kembali, agar peneliti kemudian dapat memeriksa atau 

berbagi pengalaman mengenai data dasarnya. Jika dokumen seperti ini 

relevan dengan wawancara tertentu, maka bisa membuat catatan 

wawancara tersebut melengkapi dokumen. 

c. Bahan-bahan tabulasi, studi kasus dapat terdiri atas bahan tabulasi, 

baik yang terkumpul dari situasi yang akan diteliti ataupun yang 

diciptakan oleh tim peneliti sendiri. Bahan tabulasi dapat berupa data 

survei atau data kuantitatif lainnya. Bahan seperti itu juga perlu 

diorganisasikan dan disimpan untuk keperluan selanjutnya.  

d. Narasi, bentuk tertentu dari narasi dapat dianggap sebagai bagian 

formal dari laporan akhir studi kasus. hal ini dapat dilihat dari 

pelaksanaan khusus yang harus dilakukan secara lebih sering yang 

berguna untuk membuat para peneliti studi kasus dapat menyusun 

jawaban terbuka terhadap pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam 

protokol studi kasus yang bersangkutan. 

3. Memelihara Rangkaian Bukti 

Prinsip ini didasarkan atas pemahaman yang mirip dengan penelitian 

kriminologi yang berguna untuk meningkatkan reliabilitas informasi studi 

kasus. Prinsip ini memungkinkan untuk mengikuti alus studi kasus dari 

asal-muasal bukti sejak dari pertanyaan awal studi kasus hingga ke 

konklusi studi kasus. cara untuk melacak dan mengkaji ulang proses 

penelitian untuk mendapatkan rangkaian bukti adalah; 
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a. Laporan itu sendiri harus sudah memuat sifat yang efisien tentang 

porsi- porsi yang relevan dari data dasar studi kasusnya.  

b. Data dasar tersebut menurut pengawasan hendaknya menyatakan bukti 

aktual dan menunjukkan keadaan di mana bukti itu dikumpulkan. 

c. Keadaan tersebut hendaknya konsisten dengan prosedur yang spesifik 

dan pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di dalam protokol studi 

kasusnya, untuk menunjukkan bahwa pengumpulan datanya betul-

betul telah mengikuti prosedur yang ditetapkan sebelumnya. 

E. Teknik Pengambilan Sampel 

Dalam (Sugiyono, 2013: 81) sampel merupakan suatu bagian dari jumlah 

dan karakteristik keseluruhan populasi tersebut. Dalam keadaan dimana populasi 

berjumlah besar dan terdapat keterbatasan dalam hal tenaga dan waktu, maka 

peneliti dapat mengambil sebuah sampel dari populasi tersebut. Teknik 

pengambilan sampel yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah simple random 

sampling. Definisi dari (Sugiyono, 2013: 82) simple random sampling merupakan 

teknik pengambilan sampel dengan memberi setiap anggota populasi probabilitas 

yang sama. Dalam menggunakan teknik pengambilan sampel ini terdapat beberapa 

persyaratan yang perlu dipenuhi yaitu populasi bersifat homogen dan data setiap 

anggota populasi harus lengkap karena jika anggota terpilih data yang tersedia 

lengkap. 

F. Teknik Analisis Data 

Miles dan Huberman (Miles & Huberman, 1994: 10-12) dalam buku 

Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook menjelaskan langkah-langkah 

analisis data dalam penelitian kualitatif sebagai berikut; 
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1. Tahap Pengumpulan Data 

Tahap mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara memasuki lingkungan 

penelitian dan mengumpulkan informasi yang diperlukan diperlukan untuk 

penelitian. 

2. Tahap Reduksi Data 

Dalam tahap ini data yang diperoleh akan melalui proses pemilihan, 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan yang ditulis dari lapangan. Data yang diperoleh peneliti dari tahap 

pengumpulan data pastinya beragam oleh karena itu, perlu dilakukan analisis 

data melalui reduksi data. Data yang diperoleh, ditulis dalam bentuk laporan 

atau data yang terperinci kemudian direduksi, dirangkum, dipilih informasi 

pokoknya, dan difokuskan pada hal-hal yang penting. 

3. Tahap Penyajian Data 

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui beberapa 

cara seperti tabel grafik, dan sejenisnya. Selain itu, penyajian data juga dapat 

disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, 

flowchart, dan sejenisnya. Penyajian data yang paling sering digunakan dalam 

menyajikan data penelitian kualitatif adalah dengan teks naratif. 

4. Tahap Penarikan Kesimpulan / Verifikasi 

Dalam tahap ini peneliti akan menarik sebuah kesimpulan dari data yang telah 

disajikan dan dianalisis. Kesimpulan awal yang dikemukakan bersifat 

sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat untuk 

mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Jika ditemukan bukti yang 

kuat dan valid maka saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, 

maka kesimpulan yang disusun merupakan kesimpulan yang kredibel. 
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Penelitian ini didasarkan pada analisis data kualitatif yang merupakan 

upaya yang berlanjut, berulang dan terus-menerus. Dapat dilihat siklus analisis 

data kualitatif seperti yang diillustrasikan (Miles & Huberman, 1994: 12) 

sebagai berikut. 

Gambar 3. 2                                                                                                                   

Siklus Analisis Data Kualitatif 

 

 

Sumber: Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook,  Matthew B. 

Miles & A. Michael Huberman, Halaman 12 
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BAB IV                                                                                                                          

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini penulis akan menyajikan hasil dari analisis penelitian dan membahas 

hasil penelitian. Sebagai awal dari bab ini peneliti akan memaparkan gambaran umum 

objek penelitian, dalam sub bab ini peneliti akan memberikan gambaran singkat mengenai 

perusahaan yang akan menjadi objek penelitian. Kemudian sub-bab selanjutnya akan 

mengungkapkan deskripsi yang baik mengenai variabel-variabel dalam penelitian. 

Kemudian penulis akan membahas data penelitian dalam sub-bab hasil penelitian 

sehingga peneliti dapat menarik sebuah kesimpulan yang akan dibahas di sub-bab 

pembahasan. Di sub-bab pembahasan penulis juga akan menyajikan sebuah rangkuman 

terkait hasil penelitian yang sudah diringkas secara singkat padat dan jelas.  

A. Gambaran Umum Objek Penelitian  

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah kantor perwakilan dagang ABC 

(Thailand) yang berdiri Jakarta, Indonesia. KP3A ABC (Thailand) di indonesia 

berdiri dengan tujuan untuk memperlancar proses transaksi dengan klien indonesia. 

Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing ABC (Thailand) sudah 

beroperasi di Indonesia bertahun-tahun. Dan selama tahun-tahun tersebut, kantor 

perwakilan ABC (Thailand) sekarang sudah membangun hubungan kemitraan yang 

baik dengan para pelanggannya yang telah menggunakan mesin yang di produksi 

ABC (Thailand) dan sudah mempunyai rasa percaya akan produk-produk yang 

ditawarkan oleh ABC (Thailand).  

Kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing ABC (Thailand) di 

indonesia dipimpin oleh Warga Negara Indonesia, Ibu RW. Kantor perwakilan 
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perusahaan perdagangan asing ABC (Thailand) memiliki lima pegawai, Chief 

Representative Ibu RW, sales engineer Bapak GS dan Bapak GP, dan service 

engineer Bapak VW dan Bapak RP untuk urusan perpajakan, kantor perwakilan 

memiliki seorang konsultan pajak Bapak SS yang bertugas untuk menghitung, 

melaporkan, dan pembukuan untuk keperluan perpajakan kantor perwakilan ABC 

(Thailand). Dikarenakan kegiatan dalam kantor perwakilan dagang dibatasi, kantor 

perwakilan dagang ABC (Thailand) hanya mengoperasikan divisi management, 

sales engineers, dan service engineers. Berikut struktur organisasi dari kantor 

perwakilan dagang ABC (Thailand); 

Gambar 4. 1                                                                                                              

Struktur Organisasi 

 

 

Berikut penjelasan mengenai job description dari masing-masing jabatan; 

1. Chief Representative 

Bertugas untuk melakukan manajemen keseluruhan dari kegiatan kantor 

perwakilan serta berkewajiban untuk melakukan pelaporan kepada kantor 

pusat. 

2. Sales Engineer 

Bertugas untuk melakukan kegiatan pemasaran dan mencari klien baru di 

Indonesia. Selain itu, melakukan penelitian pasar di Indonesia. 
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3. Service Engineer 

Melakukan kegiatan service ke pabrik klien yang sudah memiliki mesin ABC 

dan memastikan bahwa mesin beroperasi dengan kapasitas yang baik di 

pabrik klien. 

Dari Surat Izin Usaha Perdagangan Sebagai Kantor Perwakilan Perusahaan 

Perdagangan Asing (SIUP3A) milik ABC (Thailand) menyatakan bahwa kantor 

yang terletak di indonesia terdaftar sebagai kantor perwakilan perusahaan 

perdagangan asing (KP3A). Aktivitas di kantor perwakilan perusahaan 

perdagangan asing ABC (Thailand) dibatasi seputar kegiatan promosi produk ABC 

(Thailand), melaksanakan penelitian pasar, dan berpartisipasi di pameran 

(exhibition). Dikarenakan objek penelitian merupakan kantor perwakilan 

perusahaan perdagangan asing (KP3A) ABC (Thailand), maka kantor perwakilan 

tersebut tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan perdagangan.  

 

B. Hasil Penelitian 

Dalam analisis deskriptif peneliti akan mengungkapkan aspek perpajakan 

kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing ABC (Thailand). Pada tahap 

Pengumpulan Data serta informasi yang dilakukan dengan wawancara kepada Chief 

Reprentative dan Konsultan Pajak serta dokumen-dokumen terkait masalah 

penelitian yang dibutuhkan yang berasal dari kantor perwakilan ABC (Thailand) 

kemudian melakukan Reduksi atas informasi yang telah diperoleh agar dapat 

mendapat inti dari aspek perpajakan kantor perwakilan dengan baik. Setelah hasil 

reduksi sudah diperoleh kemudian hasil penelitian akan disajikan dalam bentuk 

poin-poin sesuai batasan masalah. 
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Berikut adalah reduksi data yang dilakukan terhadap manuskrip wawancara 

yang telah dilakukan peneliti; 

1. Reduksi Pertama (Narasi ringkas dengan konteks yang jelas) 

a. Rangkaian Kegiatan Kantor Perwakilan ABC (Thailand) 

Informan Chief Representative Ibu RW: 

Kantor perwakilan ABC (Thailand) dilarang untuk melakukan 

kegiatan perdagangan, menandatangani kontrak, dan kegiatan sejenisnya. 

Semua transaksi perdagangan dilakukan oleh klien langsung dengan kantor 

pusat di Thailand. Dalam transaksi ini kantor perwakilan ABC (Thailand) 

memiliki peran untuk memastikan bahwa transaksi klien dengan kantor 

pusat berlangsung dengan lancar.  

Proses yang dilakukan kantor perwakilan ABC (Thailand) saat ada 

pemesanan mesin dari klien Indonesia adalah menerima purchase order 

(PO) dari klien Indonesia yang ditujukan ke kantor pusat ABC (Thailand). 

PO yang diterima dari klien Indonesia akan diteruskan ke kantor pusat 

Thailand. Setelah Thailand menerima PO, kantor pusat akan mulai tahap 

process order yaitu kegiatan perakitan mesin yang dipesan klien Indonesia. 

Kemudian kantor pusat Thailand akan memberi kepastian kapan mesin 

dapat dikirim melalui order confirmation yang berisi pernyataan bahwa PO 

sudah mulai di process order. Setelah itu, klien Indonesia dengan kantor 

pusat Thailand akan menetapkan perjanjian term payment. Umumnya term 

payment dilakukan dengan perjanjian 30% untuk down payment, 60% FAT 

(Factory Acceptance Test), 10% untuk saat mesin sudah sampai di pabrik 

klien Indonesia dan sudah dipasang serta dinyalakan. Namun ada klien 

tertentu yang mempunyai kebijakan lain, sehingga Term payment ini akan 
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bervariasi tergantung dari perjanjian yang ditetapkan. Setelah mesin selesai 

dirakit oleh kantor pusat Thailand, biasanya klien Indonesia akan datang ke 

kantor pusat Thailand untuk melakukan FAT (Factory Acceptance Test). 

Jika tidak ada keluhan dari klien indonesia maka klien akan 

menandatangani formulir FAT yang kemudian formulir tersebut dijadikan 

inclosure untuk invoice payment term. Akhirnya mesin yang sudah siap 

dikirim dari Thailand langsung ke pabrik klien di Indonesia. Saat mesin 

sudah sampai ke pabrik Indonesia, langkah terakhir mesin tersebut akan 

dipasang di pabrik Indonesia dan dilakukan trial lagi. Dan peran kantor 

perwakilan Indonesia dalam proses ini adalah membimbing klien Indonesia 

selama proses pemesanan mesin dan mempertahankan komunikasi yang 

aktif dengan klien-klien Indonesia dalam mengatur hal-hal terkait kebijakan 

impor mesin ABC (Thailand) dan memastikan bahwa semua invoice 

payment terms dibayarkan oleh klien Indonesia dan menagih jika klien 

belum memenuhi pembayaran. 

Diluar dari proses transaksi yang sudah dijelaskan sebelumnya, ABC 

(Thailand) juga berkegiatan dalam memasarkan mesin untuk calon klien di 

Indonesia dan melakukan service mesin untuk klien Indonesia yang sudah 

memiliki mesin di pabrik. Pemasaran mesin dilakukan oleh sales engineer, 

mereka akan mendatangkan dan menawarkan mesin ke potensi klien. Sales 

engineer diwajibkan untuk mengetahui spesifikasi mesin dan bagaimana 

operasi dan performa mesin karena tugas sales engineer berkaitan dengan 

kegiatan memperkenalkan mesin-mesin baru, menjelaskan secara teknikal 

spesifikasi mesin, serta meyakinkan calon klien. Sedangkan service 

engineer ditugaskan untuk memasangkan mesin di pabrik klien, melakukan 
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pembetulan, dan jika ada masalah dalam mesin service engineer akan 

memberikan sugesti spare part apa yang harus dibeli klien. Spare part yang 

dibutuhkan akan dipesan klien dengan kantor pusat Thailand langsung. 

b. Perlakuan Perpajakan 

Informan Konsultan Pajak Kantor Perwakilan Pak SS: 

Kewajiban perpajakan yang selama ini sudah dilakukan kantor perwakilan 

ABC (Thailand) adalah PPh Pasal 21 atas gaji pegawai, PPh Final Pasal 4 

ayat (2) atas sewa kantor dan PPh Pasal 23 atas jasa konsultan. Dan 

dipotong PPh Pasal 15 atas penjualan kantor pusat Thailand ke Indonesia, 

dalam PPh Pasal 15 kantor perwakilan menggunakan norma dengan tarif 

0,44%.  

c. Kewajiban Pelaporan SPT Masa 

Informan Konsultan Pajak Kantor Perwakilan Pak SS: 

Sebagai pemotong, setiap bulannya KP3A ABC (Thailand) melakukan 

pelaporan SPT Masa untuk pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan 

setiap bulannya, PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas sewa kantor di gedung KOI 

dan PPh Pasal 23 atas jasa konsultan pajak. Yang melakukan pelaporan SPT 

Masa setiap bulan adalah konsultan pajak. 

d. Kewajiban Pelaporan SPT Tahunan  

Informan Konsultan Pajak Kantor Perwakilan Pak SS: 

KP3A adalah kantor perwakilan yang menurut BKPM tidak diperbolehkan 

untuk mencari penghasilan dari Indonesia. Kegiatannya hanya promosi 

barang dan kegiatan tertentu lainnya. Semua penjualan dilakukan atas nama 

kantor pusat Thailand. Karena tidak ada penghasilan dari Indonesia, maka 
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kewajiban PPh badannya tidak ada. Sebagai gantinya KP3A dikenakan PPh 

15 atas ekspor kantor pusat ke Indonesia. 

e. Dasar Hukum Pengecualian Pelaporan SPT Tahunan untuk KP3A 

Informan Konsultan Pajak Kantor Perwakilan Pak SS: 

Secara eksplisit tidak ada dasar hukum yang menyatakan KP3A 

dikecualikan dari pelaporan SPT PPh Badan Tahunan, karena sebenarnya 

semua WP Badan wajib melaporkan SPT PPh Badan Tahunan. Kasus KP3A 

ini sangat sulit dikarenakan keadaan KP3A yang tidak memperoleh 

penghasilan. Selain itu, KP3A bukan merupakan badan hukum dari 

Indonesia.  

Pada surat keterangan terdaftar wajib pajak KP3A biasanya kewajiban PPh 

badannya tidak dicontreng sehingga dapat diketahui dari awal KP3A tidak 

mempunyai kewajiban PPh Badan. Sampai saat ini dalam pengurusan 

administrasi pajak yang mensyaratkan copy SPT Tahunan PPh Badan akan 

diganti dengan copy SPT PPh pasal 21 bulanan.  

Dikarenakan tidak ada dasar hukumnya dan keadaan yang rumit ini, kasus 

kewajiban pelaporan PPh Badan KP3A perlu penafsiran dan argumen 

dengan fiskus untuk menjelaskan bahwa KP3A tidak perlu melakukan 

Pelaporan PPh Badan Tahunan. 

2. Reduksi Kedua (Reduksi konsteks menjadi teks) 

a. Rangkaian Kegiatan Kantor Perwakilan ABC (Thailand) 

Informan Chief Representative Ibu RW: 

Kegiatan KP3A ABC (Thailand) yaitu memastikan bahwa transaksi klien 

Indonesia dengan kantor pusat berjalan dengan lancar, marketing produk-
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produk kantor pusat kepada klien indonesia, dan menyediakan jasa service 

engineer untuk klien Indonesia yang membutuhkan. 

b. Perlakuan Perpajakan 

Informan Konsultan Pajak Kantor Perwakilan Pak SS: 

Kantor perwakilan ABC (Thailand) memiliki kewajiban perpajakan sebagai 

pemotong PPh Pasal 21 atas gaji pegawai, PPh final Pasal 4 (2) atas sewa 

kantor, PPh Pasal 23 atas jasa konsultan, dan dipotong PPh 15 atas 

penghasilan ekspor kantor pusat. Dikarenakan KP3A tidak memiliki 

penghasilan dari Indonesia, maka kewajiban pelaporan SPT tahunan 

dihapus.  

c. Kewajiban Pelaporan SPT Masa 

Informan Konsultan Pajak Kantor Perwakilan Pak SS: 

Setiap bulan KP3A ABC (Thailand) melakukan pelaporan SPT Masa untuk 

PPh Pasal 21, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 23.  

d. Kewajiban Pelaporan SPT Tahunan  

Informan Konsultan Pajak Kantor Perwakilan Pak SS: 

KP3A tidak memperoleh penghasilan dari Indonesia sehingga tidak 

diwajibkan untuk melapor SPT tahunan dan sebagai gantinya muncul 

kewajiban PPh 15 atas ekspor kantor pusat. 

e. Dasar Hukum Pengecualian Pelaporan SPT Tahunan untuk KP3A 

Informan Konsultan Pajak Kantor Perwakilan Pak SS: 

Tidak tersedia dasar hukum yang mengatur pengecualian KP3A dalam 

pelaporan SPT tahunan. Namun, dikarenakan KP3A tidak mempunyai 

penghasilan dari Indonesia juga bukan merupakan badan hukum Indonesia 

dan tidak memiliki kewajiban PPh badan sehingga KP3A tidak memiliki 
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kewajiban melapor SPT tahunan. Karena tidak tersedianya dasar hukum 

yang mengatur hal ini, maka untuk membuktikan bahwa KP3A tidak 

diwajibkan melapor SPT tahunan diharuskan sebuah penjelasan terlebih 

dahulu. 

3. Reduksi Ketiga (konstruksi makna) 

a. Rangkaian Kegiatan Kantor Perwakilan ABC (Thailand) 

Informan Chief Representative Ibu RW: 

Tidak ada transaksi jual beli. 

b. Perlakuan Perpajakan 

Informan Konsultan Pajak Kantor Perwakilan Pak SS: 

Memotong PPh Pasal 21, PPh final Pasal 4 (2), PPh Pasal 23, dan dipotong 

PPh 15.  

c. Kewajiban Pelaporan SPT Masa 

Informan Konsultan Pajak Kantor Perwakilan Pak SS: 

Lapor SPT Masa PPh Pasal 21, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 23.  

d. Kewajiban Pelaporan SPT Tahunan  

Informan Konsultan Pajak Kantor Perwakilan Pak SS: 

Tidak diwajibkan melapor SPT tahunan.  

e. Dasar Hukum Pengecualian Pelaporan SPT Tahunan untuk KP3A 

Informan Konsultan Pajak Kantor Perwakilan Pak SS: 

Tidak ada dasar hukum yang menyatakan pengecualian KP3A melapor SPT 

tahunan.  

Dari reduksi yang telah dilakukan atas wawancara informan dapat diketahui bahwa 

KP3A ABC (Thailand) tidak memiliki kegiatan yang bersifat komersial. Perpajakan 

yang dilakukan KP3A ABC (Thailand) adalah Memotong PPh Pasal 21, PPh final 
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Pasal 4 (2), PPh Pasal 23, dan dipotong PPh 15. KP3A ABC (Thailand) memiliki 

kewajiban lapor SPT Masa PPh Pasal 21, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 

23. Di sisi lain KP3A ABC (Thailand) tidak memiliki kewajiban untuk melapor 

SPT Tahunan dan Dasar hukum yang mengecualikan pelaporan SPT Tahunan untuk 

KP3A belum tersedia. 

Perhitungan dan pelaporan pajak KP3A ABC (Thailand) dilakukan oleh 

konsultan pajak yang dipekerjakan oleh kantor perwakilan. Perhitungan perpajakan 

yang dilakukan oleh KP3A ABC (Thailand) seperti berikut; 

1. Memotong PPh Pasal 21 

Karyawan KP3A ABC (Thailand) menerima gaji setiap bulannya dalam mata 

uang Thailand yaitu Baht, sehingga setiap bulannya jumlah gaji dalam rupiah 

akan bergantung kepada nilai tukar Baht ke IDR. Overtime bagi pegawai 

service engineer juga akan dipotong PPh Pasal 21. Berikut contoh pemotongan 

PPh Pasal 21 salah satu pegawai KP3A ABC (Thailand); 

a. PPh Pasal 21 karyawan service engineer tanpa overtime 

Gaji per bulan (dalam Bhat)  ฿ 51.986 

Nilai tukar    Rp. 440,29 

Gaji per bulan (dalam IDR)   Rp. 22.888.916 

Gaji per tahun   Rp. 274.666.992 

Biaya jabatan    (Rp. 6.000.000) 

PTKP (K/3)    (Rp. 72.000.000) 

PKP     Rp. 196.666.992  

PPh Pasal 21 (5%, 15%) 

5% x Rp. 60.000.000 = Rp. 3.000.000 

15% x Rp. 136.666.992 = Rp. 20.500.049 
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PPh Pasal 21 atas gaji per tahun  Rp. 23.500.049 

PPh Pasal 21 atas gaji per bulan Rp. 1.958.337 

 

b. PPh Pasal 21 karyawan service engineer dengan overtime 

Gaji per bulan (dalam Bhat)  ฿ 51.986 

Nilai tukar    Rp. 440,29 

Gaji per bulan (dalam IDR)   Rp. 22.888.916 

Overtime     Rp. 16.735.615 

Gaji per tahun   Rp. 291.402.607 

Biaya jabatan    (Rp. 6.000.000) 

PTKP (K/3)    (Rp. 72.000.000) 

PKP     Rp. 213.402.607  

 

PPh Pasal 21 (5%, 15%) 

5% x Rp. 60.000.000 = Rp. 3.000.000 

15% x Rp. 153.402.607 = Rp. 23.010.392 

PPh Pasal 21 atas gaji per tahun  Rp. 26.010.392 

PPh Pasal 21 atas gaji per bulan Rp. 2.175.116 

PPh Pasal 21 untuk overtime saja  Rp. 2.510.343 

 

2. Memotong PPh Final Pasal 4 Ayat 2 

KP3A ABC (Thailand) berkegiatan di kantor KOI yang disewa oleh PT. DD. 

Setiap tiga bulan KP3A ABC (Thailand) membayar uang sewa kantor di 

gedung KOI kepada PT. DD. Berikut perhitungan pemotongan PPh Final Pasal 

4 Ayat 2 atas sewa kantor; 
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Sewa kantor Wisma KOI      Rp. 29.700.000 

(untuk periode 7 Agustus 2022 – 6 November 2022) 

Biaya perawatan gedung     Rp. 17.100.000 

Total biaya sewa      Rp. 46.800.000 

PPh Final Pasal 4 Ayat 2 (10%)    Rp. 4.680.000 

 

3. Memotong PPh Pasal 23 

KP3A ABC (Thailand) mempekerjakan konsultan pajak untuk mengatur 

seluruh kewajiban perpajakan kantor perwakilan serta memberikan bantuan 

terkait perpajakan KP3A. Gaji yang dibayarkan ke konsultan pajak atas jasa 

profesi ini akan dipotong PPh Pasal 23 oleh KP3A ABC (Thailand). Berikut 

perhitungan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa konsultan pajak; 

Jasa akuntansi dan perpajakan   Rp. 7.000.000 

PPh Pasal 23 (2%)     Rp. 140.000 

 

4. Dipotong PPh Pasal 15 

KP3A ABC (Thailand) tidak memiliki penghasilan secara langsung, sehingga 

sebagai gantinya KP3A ABC (Thailand) akan dipotong atas sales export kantor 

pusat Thailand. Berikut perhitungan pemotongan PPh Pasal 15 atas export 

sales; 

Customer: TSP 

Harga jual (dalam euro)   € 6.435 

Nilai tukar     Rp. 16.162 

Harga jual (dalam IDR)   Rp. 104.002.470 

PPh Pasal 15 (0,44%)   Rp. 457.611 
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Dari reduksi beserta perhitungan dan dokumen-dokumen tersebut yang 

diperoleh peneliti dari KP3A ABC (Thailand), peneliti mendapat hasil penelitian 

sebagai berikut;  

1. Perlakuan pajak KP3A ABC (Thailand) tergantung dari status BUT KP3A yang 

akan menentukan apakah KP3A tersebut merupakan wajib pajak dalam negeri 

atau wajib pajak luar negeri yang kemudian akan mempengaruhi perlakuan 

perpajakan KP3A ABC (Thailand). Dalam Surat Keterangan Terdaftar kantor 

perwakilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat 

bahwa KP3A ABC (Thailand) tidak memiliki kewajiban pajak penghasilan 

yang dibayar sendiri dan tidak memiliki kewajiban pajak PPN. Kewajiban 

pajak yang dimiliki oleh kantor perwakilan ABC (Thailand) menurut surat 

keterangan terdaftar adalah Pemotongan dan Pemungutan PPh; PPh Pasal 4 (2), 

PPh Pasal 15, PPh Pasal 19, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26. 

Namun kewajiban perpajakan yang sudah dilakukan selama ini oleh kantor 

perwakilan ABC (Thailand) hanya memotong PPh Pasal 21 atas gaji pegawai, 

PPh Pasal 4 (2) atas sewa kantor, dan PPh Pasal 23 atas jasa konsultan pajak. 

Kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing ABC (Thailand) memiliki 

lima pegawai yang menerima penghasilan dari gaji perusahaan. Gaji tersebut 

akan dipotong oleh kantor perwakilan setiap bulannya PPh Pasal 21 dengan 

tarif berlapis. Kantor perwakilan ABC (Thailand) terletak di gedung 

perkantoran daerah DKI Jakarta, setiap bulan kantor membayar sewa gedung 

ke Gedung KOI, atas sewa kantor tersebut akan dipotong PPh Final Pasal 4 

ayat (2). KP3A ABC (Thailand) menggunakan jasa konsultan pajak untuk 

mengurus hal-hal seputar perpajakan KP3A dan atas jasa konsultan pajak 

tersebut akan dipotong PPh Pasal 23.  
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2. Dalam Surat Keterangan Terdaftar milik KP3A ABC (Thailand) yang 

dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat bahwa KP3A ABC 

(Thailand) tidak mempunyai kewajiban pajak dibayar sendiri; PPh Pasal 25, 

PPh Pasal 25 OPPT, PPh pasal 29, dan PPh Final. 

3. Dalam Surat Keterangan Terdaftar milik KP3A ABC (Thailand) yang 

dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat bahwa KP3A ABC 

(Thailand) tidak mempunyai kewajiban PPN; Pemungut PPN dan PPN 

Kegiatan Membangun Sendiri. 

4. KP3A ABC (Thailand) tidak mempunyai kewajiban pajak daerah PBB atas 

sewa kantor. PBB dibayarkan oleh pemilik gedung yaitu KOI. 

5. Atas pemotongan PPh 21, PPh 23, PPh 4 (2) tersebut konsultan pajak kantor 

perwakilan akan melakukan pelaporan SPT Masa setiap bulannya. Namun 

untuk pelaporan SPT Tahunan kantor perwakilan perusahaan perdagangan 

asing ABC (Thailand) merupakan kasus yang unik dikarenakan kantor 

perwakilan tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan perdagangan di 

Indonesia tetapi kantor perwakilan masih melakukan kegiatan membantu 

pelanggan untuk mempermudah serta mengarahkan proses pembelian dan 

pengiriman barang dari kantor pusat Thailand hingga sampai ke pabrik 

pelanggan di Indonesia. Dalam perizinan yang diberikan oleh BKPM, KP3A 

tidak diperbolehkan untuk mencari penghasilan di Indonesia, namun hanya 

sebatas promosi barang atau kegiatan sejenisnya, sepanjang tidak bersifat 

general income dan semua penjualan ke Indonesia dilakukan atas nama kantor 

pusatnya. Hal tersebut menyebabkan terhapusnya kewajiban KP3A ABC 

(Thailand) untuk melapor SPT Tahunan. Dan sebagai gantinya KP3A ABC 
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(Thailand) akan dikenakan pajak PPh Pasal 15 atas nilai ekspor bruto kantor 

pusat dengan tarif sebesar 0,44%.  

Perwakilan PPh 15 atas pajak penghasilan KP3A ABC (Thailand) dan 

pengganti kewajiban pelaporan SPT Tahunan KP3A ABC (Thailand) belum 

memiliki dasar hukum yang tegas. Namun dikarenakan sifat KP3A ABC 

(Thailand) yang memang tidak memiliki penghasilan dari Indonesia sehingga 

kewajiban pelaporan SPT Tahunan KP3A menjadi ABC (Thailand) gugur. 

6. Perhitungan dan pemotongan kewajiban perpajakan KP3A ABC (Thailand) 

membuktikan bahwa KP3A ABC (Thailand) sudah mengikuti semua peraturan 

perpajakan Indonesia.  

C. Pembahasan 

Berikut pembahasan dari hasil penelitian, pembahasan yang dilakukan 

sesuai dengan batasan masalah yang telah disusun di Bab I. Hasil penelitian yang 

diperoleh akan ditelaah mengikuti masalah apa yang menjadi pertanyaan penelitian 

dan akan disusun dalam bentuk poin-poin. Pembahasan disusun dalam bentuk poin-

poin untuk menggarisbawahi pembahasan penting yang menjawab batasan masalah. 

Dari penjelasan mengenai seluruh jenis kegiatan yang dilakukan oleh kantor 

perwakilan ABC (Thailand) dapat diketahui bahwa kantor perwakilan sama sekali 

tidak melakukan kegiatan yang bersifat komersial dan semata-mata hanya 

melakukan kegiatan pemasaran dan memperlancar transaksi antara klien Indonesia 

dengan kantor pusat Thailand. Maka dari itu, dapat diketahui kantor perwakilan 

ABC (Thailand) memenuhi persyaratan untuk menjadi kantor perwakilan 

perusahaan perdagangan asing (KP3A). 
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Status Kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing ABC (Thailand) 

sebagai wajib pajak luar negeri ditetapkan oleh karena KP3A ABC (Thailand) tidak 

memenuhi syarat untuk menjadi bentuk usaha tetap (BUT). KP3A tidak 

memperoleh penghasilan dari Indonesia dan menurut OECD Model, salah satu sifat 

BUT yaitu badan harus bersifat produktif. Selain itu, KP3A ABC (Thailand) tidak 

memenuhi syarat P3B Indonesia-Thailand sebagai bentuk usaha tetap. 

Kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing (KP3A) ABC (Thailand) 

tidak memenuhi kriteria untuk menjadi bentuk usaha tetap (BUT) di indonesia. 

Menurut P3B Indonesia-Thailand Pasal 5 Ayat 5, istilah “kedudukan tetap” 

dianggap tidak termasuk: 

Tabel 4. 1                                                                                                                       

Syarat Bentuk Usaha Tetap Menurut P3B Indonesia-Thailand 

Poin 
Terpenuhi / Tidak 

Terpenuhi 

a.  Penggunaan fasilitas-fasilitas semata-mata dengan maksud 

untuk menyimpan atau memamerkan barang-barang atau 

barang dagangan kepunyaan perusahaan; 

Tidak Terpenuhi 

b. Pengurusan suatu persediaan barang-barang atau barang 

dagangan kepunyaan perusahaan semata-mata dengan 

maksud untuk disimpan atau dipamerkan; 

Tidak Terpenuhi 

c. Pengurusan suatu persediaan barang-barang atau barang 

dagangan kepunyaan perusahaan semata-mata dengan 

maksud untuk diolah oleh perusahaan lain. 

Tidak Terpenuhi 

d. Pengurusan suatu tempat usaha tetap tertentu semata-mata 

dengan maksud untuk melakukan pembelian barang-barang 

atau barang dagangan atau untuk melakukan pengumpulan 

Tidak Terpenuhi 
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keterangan bagi keperluan perusahaan; 

e.  Pengurusan suatu tempat usaha tetap tertentu semata-mata 

dengan maksud untuk periklanan, untuk penelitian atau 

untuk kegiatan-kegiatan yang serupa yang bersifat 

menunjang bagi keperluan perusahaan; 

Terpenuhi 

 

Maka dari itu menurut P3B Indonesia-Thailand Pasal 5 Ayat 5, kantor perwakilan 

perusahaan perdagangan asing ABC (Thailand) bukan merupakan bentuk usaha 

tetap sehingga memiliki perlakuan perpajakan selayaknya wajib pajak luar negeri. 

Kewajiban perpajakan KP3A ABC (Thailand) sebagai non-BUT memiliki 

pengaruh dalam perlakukan perpajakannya sebagai wajib pajak luar negeri. Salah 

satu contoh perbedaan perlakuan perpajakan ini yaitu PPh 15, dimana KP3A ABC 

(Thailand) yang tidak mempunyai penghasilan dari Indonesia sehingga sebagai 

gantinya KP3A akan dikenakan kewajiban PPh Pasal 15. Kewajiban perpajakan 

kantor perwakilan perusahaan perdagangan sesuai dengan surat keterangan terdaftar 

yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat di tabel berikut; 

Tabel 4. 2                                                                                                                

Kewajiban Perpajakan KP3A ABC (Thailand) 

Kewajiban Perpajakan Pemotong Dipotong 

PPh Sendiri 

1. PPh Pasal 25 X X 

2. PPh Pasal 25 OPPT X X 

3. PPh Pasal 29 X X 

4. PPh Final X X 
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PPN 

1. Pemungut PPN X X 

2. PPN Kegiatan Membangun Sendiri (KMS) X X 

Pemotongan dan Pemungutan PPh 

1. PPh Pasal 4 (2) √ X 

2. PPh Pasal 15 √ √ 

3. PPh Pasal 19 √ X 

4. PPh Pasal 21 √ X 

5. PPh Pasal 22 X X 

6. PPh Pasal 23 √ X 

7. PPh Pasal 26 √ X 

Pajak Daerah X X 

 

1. KP3A ABC (Thailand) tidak memiliki kewajiban membayar Pajak Penghasilan 

sendiri. 

2. KP3A ABC (Thailand) tidak memiliki kewajiban Pajak Pertambahan Nilai.  

3. kemudian dalam hal kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak 

penghasilan, KP3A ABC (Thailand) memiliki kewajiban untuk memotong PPh 

Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 19, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, dan PPh 

Pasal 26. Namun pajak yang selama ini dipotong KP3A ABC (Thailand) hanya 

PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 21, dan PPh Pasal 23. Sedangkan mengenai pajak 

yang dipotong dari KP3A ABC (Thailand) adalah PPh Pasal 15 atas penjualan 

ekspor kantor pusat Thailand. 

4. Untuk pajak daerah, selama ini KP3A ABC (Thailand) tidak memiliki 

kewajiban pajak daerah. KP3A ABC (Thailand) sebagai kantor yang menyewa 
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ruang di gedung KOI, maka kewajiban PBB dibayar oleh pihak KOI. KP3A 

tidak memiliki kewajiban pajak daerah lainnya.  

Dalam surat keterangan terdaftar wajib pajak KP3A ABC (Thailand) yang 

diterbitkan oleh kantor pajak dapat dilihat bahwa KP3A ABC (Thailand) tidak 

mempunyai kewajiban pajak penghasilan badan karena KP3A tidak ada 

penghasilan. Dan dikarenakan KP3A ABC (Thailand) tidak diperbolehkan 

memperoleh penghasilan dari Indonesia, maka kewajiban melapor SPT PPh Badan 

tahunan menjadi tidak ada. Dalam hal pengecualian KP3A untuk melapor SPT 

tahunan memang belum ada dasar hukum yang secara jelas menyatakan 

pengecualian tersebut. Namun, dari informasi yang telah diperoleh selama 

penelitian, dapat dipastikan bahwa KP3A memang tidak memiliki kewajiban untuk 

melapor SPT Tahunan. 

Peneliti sudah menghubungi layanan kring pajak melalui platform media 

sosial Twitter atau sekarang dikenal dengan nama media sosial “X”. Layanan kring 

pajak menyatakan bahwa kantor perwakilan dagang asing yang bukan merupakan 

BUT memang tidak diwajibkan melaporkan SPT Tahunan PPh Badan namun tidak 

dapat menyediakan dasar hukum yang secara jelas menyatakan bahwa kantor 

perwakilan dagang asing dikecualikan dari kewajiban pelaporan SPT Tahunan PPh 

Badan. 

Peneliti juga sudah menyampaikan masalah ini dalam wawancara dengan 

konsultan pajak KP3A ABC (Thailand), Pak SS. Beliau menyatakan bahwa 

memang tidak ada dasar hukum yang jelas menyatakan bahwa KP3A dikecualikan 

dari pelaporan SPT PPh Badan Tahunan. Dan dalam kasus KP3A ini memang 

banyak rintangannya dikarenakan pada dasarnya semua WP Badan wajib 
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menyampaikan SPT PPh Badan Tahunan, namun dapat kita ketahui bahwa KP3A 

tidak ada penghasilan. Selain itu, modal disetor pun tidak ada dikarenakan status 

KP3A yang bukan termasuk badan hukum di Indonesia. Sehingga sebagai gantinya 

KP3A akan dipotong PPh Final Pasal 15. Dan terakhir, Pak SS menyatakan bahwa 

kasus kewajiban pelaporan PPh Badan KP3A memang rumit dan diperlukan 

penafsiran serta argumen dengan fiskus untuk menjelaskan bahwa KP3A tidak 

perlu melaporkan PPh Badan Tahunan dan Pak SS sendiri sudah pernah mengalami 

masalah seperti ini. 

5. Dari informasi yang saya peroleh saya dapat memastikan bahwa KP3A tidak 

mempunyai kewajiban untuk melapor SPT Tahunan. Selain itu dapat diketahui 

bahwa kurangnya penegasan hukum mengenai kasus perpajakan ini. Dalam 

salah satu asas pajak menurut buku The Wealth of Nations oleh Adam Smith 

mengenai certainty yang disajikan menjadi lebih ringkas dalam website 

Quickonomics menjelaskan bahwa perpajakan secara ideal bersifat jelas dan 

transparan. kepastian hukum adalah sesuatu yang sangat penting dalam 

perlakuan perpajakan. Semua perpajakan harus memiliki dasar hukum atas 

pengenaan pajaknya, karena jika tidak ada dasar hukum maka negara tidak 

dapat memungut pajak tersebut karena wajib pajak tidak akan memiliki 

kepastian dan akan menolak untuk membayar pajak.  

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan diatas, dapat 

diketahui apakah perhitungan dan pemotongan pajak kantor perwakilan perusahaan 

perdagangan asing ABC (Thailand) sudah sesuai peraturan perpajakan Indonesia 

atau belum sesuai. Berikut tabel kewajiban perpajakan KP3A ABC (Thailand): 
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Tabel 4. 3                                                                                                                

Perlakuan Perpajakan KP3A ABC (Thailand) 

Kewajiban Perpajakan Sesuai Tidak Sesuai 

PPh Sendiri 

1. PPh Pasal 25 √  

2. PPh Pasal 25 OPPT √  

3. PPh Pasal 29 √  

4. PPh Final √  

PPN 

1. Pemungut PPN √  

2. PPN Kegiatan Membangun Sendiri (KMS) √  

Pemotongan dan Pemungutan PPh 

1. PPh Pasal 4 (2) √  

2. PPh Pasal 15 √  

3. PPh Pasal 19 √  

4. PPh Pasal 21 √  

5. PPh Pasal 22 √  

6. PPh Pasal 23 √  

7. PPh Pasal 26 √  

Pajak Daerah √  

Dipungut 

1. PPh 15 √  

 

6. Dari perhitungan dan hasil penelitian yang dilakukan kepada KP3A ABC 

(Thailand) serta bukti potong dan SPT Masa yang disediakan oleh KP3A dapat 
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dibuktikan bahwa KP3A ABC (Thailand) sudah melakukan seluruh kewajiban 

perpajakannya dengan taat aturan. Sesuai dengan teori kepatuhan yang 

menggambarkan suatu keadaan dimana wajib pajak patuh terhadap peraturan 

perpajakan Indonesia. selain itu, peneliti dapat melihat bahwa KP3A ABC 

(Thailand) mempunyai keinginan serta kesadaran dari diri mereka sendiri 

untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai peraturan perpajakan 

Indonesia. Sesuai dengan teori atribusi, KP3A ABC (Thailand) memiliki 

pengaruh internal yang menjelaskan mengapa KP3A ABC (Thailand) bersikap 

taat terhadap peraturan perpajakan Indonesia. 

Dari pembahasan hasil penelitian tersebut didapat beberapa temuan. 

Temuan-temuan yang didapat dalam penelitian ini adalah; 

1. Kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing menurut P3B Indonesia-

Thailand tidak memenuhi kriteria sebagai BUT sehingga merupakan wajib 

pajak luar negeri. 

2. Dikarenakan terdapat larangan dari BKPM bahwa KP3A tidak diperbolehkan 

mendapat penghasilan dari Indonesia maka, sebagai gantinya KP3A akan 

dipotong PPh 15 dari penghasilan export sales tax Indonesia milik kantor 

pusat Thailand. 

3. Kurangnya penegasan hukum dalam pengecualian kewajiban KP3A untuk 

melakukan pelaporan SPT Tahunan. 

 

 



83 
 

BAB V                                                                                                                  

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan wawancara dan analisis dokumen-dokumen KP3A ABC 

(Thailand) yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa; 

1. PPh pemotongan dan pemungutan yang selama ini dilakukan KP3A ABC 

(Thailand) adalah PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 21, dan PPh Pasal 23. 

2. Dalam Surat Keterangan Terdaftar KP3A ABC (Thailand) tidak memiliki 

kewajiban PPh dibayar sendiri. 

3. Dalam Surat Keterangan Terdaftar KP3A ABC (Thailand) tidak memiliki 

kewajiban PPN/PPnBM. 

4. KP3A ABC (Thailand) tidak memiliki kewajiban pajak daerah.  

5. KP3A ABC (Thailand) melapor SPT Masa untuk pemotongan PPh Pasal 21, 

PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat 2 setiap bulannya. Tetapi tidak melapor SPT 

Tahunan karena tidak diwajibkan. Diketahui bahwa dasar hukum pengecualian 

ini belum jelas. 

6. Semua kewajiban perpajakan KP3A ABC (Thailand) dilakukan dengan taat 

aturan sesuai dengan perlakuan perpajakan selayaknya kantor perwakilan 

bentuk KP3A. 

B. Saran 

Setelah mendapat kesimpulan dari hasil wawancara dan analisis dokumen-

dokumen yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan dari peneliti 

adalah; 
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1. Bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode studi kasus dengan 

multiple case atau pendekatan penelitian kualitatif lainnya. 

2. Bagi peneliti selanjutnya dapat membandingkan kewajiban perpajakan antara 

representative office perusahaan luar negeri dengan permanent establishment 

(Bentuk Usaha Tetap). 

3. Untuk dasar hukum yang mengatur kewajiban kantor perwakilan perusahaan 

perdagangan asing untuk melapor SPT Tahunan sebaiknya ditegaskan dalam 

dasar hukum yang jelas untuk memberikan wajib pajak rasa kepastian dan 

menghindari adanya kesalahan lebih lanjut. 
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Lampiran 5                                                                                                            

Korespondensi Melalui E-mail Dengan Konsultan Pajak 
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Lampiran 6                                                                                                            

Wawancara Dengan Kring Pajak Melalui Sosial Media Twitter / “X” 
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IWK ( THAILAND ) LTD

TAX CALCULATION ON THR - xxxxxxxxxx

SALARY ONLY 2022

NO NAMA STATUS Salary Salary SALARY OCCUPATION NON TAXABLE TAXABLE RATE TAX PPh 21

IN Bath Thai ( THB) Exh Rate in IDR PER YEAR EXPENSE INCOME INCOME PER YEAR

-                 

3 xxxxxxxxxxx MARRIAGE 51.986,00            440,29                 22.888.916          274.666.991    6.000.000           72.000.000       196.666.991           5%,15% 23.500.049             

T O T A L 51.986                 6.000.000           196.666.991           23.500.049             

SALARY & THR

NO NAMA STATUS Salary Salary OVERTIME SALARY OCCUPATION NON TAXABLE TAXABLE RATE TAX PPh 21 TAX PPh 21 TAX PPh 21

IN Bath Thai ( THB) Exh Rate in IDR in IDR PER YEAR EXPENSE INCOME INCOME

SALARY & THR SALARY ONLY ON OVERTIME

-                 

3 xxxxxxxxxxx MARRIAGE 51.986                 440,29                 22.888.916          16.735.615          291.402.606    6.000.000           72.000.000       213.402.606           5%,15% 26.010.391             23.500.049        2.510.342               

T O T A L 51.986                 6.000.000           213.402.606           26.010.391             23.500.049        2.510.342               

 

 

  

 

 

Lampiran 7                                                                                                                                                                                                

Perhitungan PPh 21 
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Lampiran 8                                                                                                                                                                                                     

Perhitungan Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 15 

IWK ( THAILAND ) LTD

REP OFFICE TAX ( EXPORT SALES TAX )

SEPTEMBER-DECEMBER  2022

Month Customer Selling price in Euro Remarks Exchange RateSelling price in IDR Tax Rate Tax Payable

Sep-Dec.22

Mugi 417,42                       16.162     6.746.342,04            0,44% 29.684              

Beiersdorf 348,46                       16.162     5.631.810,52            0,44% 24.780              

Beiersdorf 895,50                       16.162     14.473.071,00          0,44% 63.682              

Zenith 800,00                       16.162     12.929.600,00          0,44% 56.890              

Meccaya 16.920,00                  16.162     273.461.040,00        0,44% 1.203.229         

Beiersdorf 2.108,79                    16.162     34.082.263,98          0,44% 149.962            

Beiersdorf 1.814,19                    16.162     29.320.938,78          0,44% 129.012            

Kalbe Farma 1.243,50                    16.162     20.097.447,00          0,44% 88.429              

Paragon 2.131,30                    16.162     34.446.070,60          0,44% 151.563            

Paragon 2.237,00                    16.162     36.154.394,00          0,44% 159.079            

Tempo Scan Pacific 6.435,00                    16.162     104.002.470,00        0,44% 457.611            

Unilever 513,69                       16.162     8.302.257,78            0,44% 36.530              

Unilever 6.894,21                    16.162     111.424.222,02        0,44% 490.267            

Paragon 347,00 16.162     5.608.214,00            0,44% 24.676              

Unilever 68.819,06                  16.162     1.112.253.647,72     0,44% 4.893.916         

Unilever 325,04 16.162     5.253.296,48            0,44% 23.115              

Unilever 112.995,74                16.162     1.826.237.149,88     0,44% 8.035.443         

TOTAL TAX 16.017.867       
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Lampiran 9                                                                                                                  

Invoice Sewa Ruang Kantor PT. DD 
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Lampiran 10                                                                                                                     

Invoice Jasa Konsultan Pajak 
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Lampiran 11                                                                                                                    

Sampel SPT Masa Untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 
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Lampiran 12                                                                                                           

Manuskrip Wawancara 

  

Tanggal: 11 September 2023 

Narasumber: Chief Representative Office dan Konsultan Pajak 

P: Penulis 

C: Informan Chief Representative Office 

K: Informan Konsultan Pajak 

Pertanyaan 1-4 dijawab oleh informan Chief Representative Office ABC (Thailand)   

Pertanyaan 5-9 dijawab oleh informan Konsultan pajak KP3A ABC (Thailand) 

P: Apa kegiatan utama kantor perwakilan ABC (Thailand)? 

C: Kegiatan penelitian pasar dan promosi produk dengan cara melakukan kunjungan-

kunjungan ke pabrik pengguna mesin produk ABC dan berpartisipasi pameran untuk 

mesin-mesin packaging. 

P: Jika kegiatan kantor perwakilan hanya marketing, apakah pembelian oleh client 

dilakukan dengan langsung ke kantor Thailand atau melalui kantor perwakilan 

Indonesia? 

C: Pembelian dilakukan oleh customer kami dengan menerbitkan PO yang ditujukkan ke 

kantor pusat dan proses pembayaran ditransfer ke rekening kantor pusat. Kantor 

perwakilan di Indonesia, membantu mempermudah/mengarahkan proses pembelian dan 

pengiriman barang hingga sampai di pabrik customer ABC. 

P: Darimana kantor perwakilan memperoleh pendanaan? 

C: Kantor perwakilan ABC menerima biaya operasional dari kantor pusat. 

P: Darimana sumber penghasilan kantor perwakilan? 

C: Penghasilan dari penjualan mesin-mesin dan spare part/jasa service di wilayah 

Indonesia. 

P: Kewajiban perpajakan apa saja yang sudah dilakukan selama ini? 

K: PPh Pasal 21, PPh Pasal 15, PPh Final Pasal 4 ayat(2) dan PPh Pasal 23. 

P: Sebagai pemotong, apa saja yang setiap bulan dilakukan pemotongan oleh kantor 

perwakilan? 
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K: PPh 21 atas Salary, PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas sewa kantor, dan PPh Pasal 23 atas 

Jasa. 

P: Apakah kantor perwakilan melakukan lapor SPT masa? 

K: Ya, lapor SPT Masa. 

P: Apakah kantor perwakilan selalu melaporkan SPT tahunan? 

K: Tidak mempunyai kewajiban SPT Tahunan, jadi tidak lapor SPT Tahunan. 

P: apakah kantor perwakilan menghitung pajak tahunan menggunakan norma (Pasal 15)? 

K: Ya menggunakan norma dengan tarif PPh 15, 0,44% dari omzet bruto. 

 

Tanggal: 23 November 2023 

Narasumber: Chief Representative Office 

P: Penulis 

C: Informan Chief Representative Office 

P: Bentuk kantor ABC (Thailand) di Indonesia itu apa? 

C: Kantor perwakilan. 

P: Jenis kantor perwakilannya apa? 

C: Kurang tau jenis kantor perwakilannya, nanti saya kasih dokumen perizinan kantor 

besok, ingetin ya. 

P: Yang ngurus semua perpajakan kantor siapa? 

C: Kantor perwakilan ABC punya konsultan pajak, Pak SS. 

P: Jadi Pak SS yang ngitung, lapor, semua urusan pajak kantor? 

C: Iya semuanya diatur Pak SS, kalo mau tanya Pak SS, nanti saya kasih e-mailnya. Tanya 

saja. 

P: Kalo di kantor pegawainya ada berapa? 

C: Ada dua sales engineer sama dua service engineer. 

P: Tapi di kantor selalu hadir ibu saja, apa sales engineer sama service engineer jarang ke 

kantor? 

C: Sales engineer sebagian besar kerjanya itu sering diluar ketemuan sama customer. 

Service engineer juga begitu. 

P: Nama jabatan ibu di kantor apa? 

C: Chief representative. 

P: Nama engineer di kantor perwakilan siapa aja? 

C: Sales engineer ada GS sama GP. Service engineer ada VW sama RP 

P: Apakah Kantor lapor SPT tahunan? 
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C: Lapor lah. 

P: Tapi Pak SS bilang kantor tidak ada kewajiban lapor SPT tahunan. 

C: oh, kurang tau ya, yang ngurus semua perpajakan Pak SS. 

P: Kantor kalo mau jual ke customer tu prosesnya bagaimana? 

C: jadi sales engineer kan ketemu sama customer kalo customer mau pesan nanti sama 

ABC (Thailand) di kantor pusat terbitin PO buat customer. Pembayaran itu langsung ke 

Thailand, nanti barangnya juga dikirim langsung sama Thailand. 

P: Kantor perwakilan ABC berdirinya tahun berapa? 

C: 2005. 

P: Sudah berapa lama kantor perwakilan ABC bertempat di gedung KOI? 

C: Dari sejak awal berdiri sudah disini. 

P: Apakah uang sewa di gedung KOI naik setiap tahunnya? 

C: semenjak masa Covid harga sewa kantor tidak pernah naik. 

P: Tugas kantor itu apa? 

C: Pemasaran sama riset pasar, kadang join pameran mesin. Utamanya untuk tujuan 

pemasaran. 

P: Kantor itu tidak melakukan kegiatan penjualan sama sekali? 

C: Engga, penjualan itu langsung sama kantor Thailand. 

P: Di jabatan ibu tugas chief representative itu apa saja? 

C: Kepala kantor perwakilan, mengatur semua keperluan kegiatan ABC (Thailand) di 

Indonesia. 

 

Tanggal: 6 December 2023 

Narasumber: Chief Representative Office 

P: Penulis 

C: Informan Chief Representative Office 

P: Jika ada customer dari indonesia yang order ke ABC (Thailand) prosesnya bagaimana 

untuk kantor perwakilan di Indonesia? 

C: Ini kantor perwakilan ya ran, kantor perwakilan ABC di Indonesia adalah kantor 

perwakilan. Customer order kirim PO ke kita dengan kantor Indonesia, tetapi intention 

nya ABC (Thailand) karena Indonesia kantor perwakilan tidak diizinkan dengan sesuatu 

yang berbau komersial itu sesuai peraturan pemerintah indonesia. Nah, kirim PO kita 

kirim PO ke Thailand. Nah, Thailand process order.  Setelah ketahuan jadwalnya kapan 

bisa dikirim, kirimlah order konfirmasi bahwa PO nya sudah mulai di process order. 
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Nah, term paymentnya tergantung agreement. Kadang-kadang 30% down payment, 

60% setelah FAT (Trial machine), nah begitu machine sampai ke Indonesia bisa 

dipasang bisa jalan sisanya yang 10%. Itu biasanya term payment yang umum. Tapi ada 

customer tertentu yang mereka punya kebijakan tersendiri juga, itu sesuai agreement 

apa kita setuju dengan term payment yang diajukan customer. Udah, begitu selesai uh, 

setelah mesin jadi di Thailand, di pabrik kita di Thailand, mesin dicoba biasanya 

customer datang, Namanya FAT. Nah, begitu dicoba dan running well customer tanda 

tangan FAT Form. Nah, FAT Form itu biasanya juga dijadikan inclosure untuk invoice 

proses pembayarannya. Nah begitu dikapalkan lah dari Thailand ke Indonesia. Nah 

begitu sudah sampai pabrik, tinggal dipasang. Dipasang lah mesinnya, nah begitu 

selesai dipasang, trial, sudah finish. 

P: Kalo yang di Indonesia, customer yang paling pertama mesen dulu siapa? 

C: yang dulu? Customer U 

P: tapi sampai sekarang Customer U masih pesan? 

C: Masih, tapi mesin nya sudah jarang, sparepart masih continue. Customer lainnya yang 

pertama-tama itu Customer U, ada banyak sih, customer yang repeat order. 

 

Tanggal: 8 December 2023 

Narasumber: Chief Representative Office 

P: Penulis 

C: Informan Chief Representative Office 

P: Apakah Kantor Indonesia ngurusin invoice penjualan indonesia? 

C: Tugas saya itu minta invoice dari Thailand, kemudian nagih ke customer Indonesia.  

P: Jadi tugas ibu itu melakukan penagihan ya? 

C: Paymentnya nanti kalo misalnya belum dibayar nanti saya menagih. Thailand nanti 

tinggal terima bersih, Thailand cuma terbitin invoice aja yang komunikasi ke customer 

itu saya. Yang nyampeiin itu saya, shipment juga saya.  

Jadi saya ingetin order saat jadwalnya pengiriman, kan setiap terima PO nanti setelah 

dicek sama Thailand nanti Thailand ngirim order konfirmasi bahwa ordernya itu akan 

diantar kapan.  

Mereka kalo ga diingetin kadang-kadang kalo udah waktunya belum di delivered. Nah, 

itu saya ingetin tuh, nanti udh di kirimin dikasih sama Thailand shipment document. 

Saya kasih nanti ke customer apakah shipment document sudah oke belum. Sudah 

sesuai dengan izin import belum, HS code nya itu kena atas ga. Atas itu artinya 
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pelarangan terbatas / impor restriction. Yang berbau mesin baja dengan HS code tertentu 

itu diizinkan ga untuk diimport. Karena Indonesia mau melindungi produk dalam 

negeri. Itu harus dipastikan bener-bener safe. 

Kadang-kadang supaya bisa di impor kita ganti HS Code. Jadi HS code yang mirip-

mirip biar bisa diimpor. 

P: HS Code itu apa? 

C: Harmonized System Code number, jadi setiap import barang itu dikasih HS Code. 

Misalnya mau import ini nanti ditanya HS Code nya apa? Masing-masing barang ada 

HS Codenya.  

P: HS Code itu dari Indonesia? 

C: Thailand yang ngatur HS Code nya. 

P: Kegiatan Sales engineer itu apa saja? 

C: Menawarkan mesin, memperkenalkan new product, yang menawarkan mesin. 

Menjelaskan secara technical, convince customer. Tidak semudah itu sebenernya karena 

dia harus menguasai technical dengan baik. 

P: Kalo service engineer? 

C: Service engineer itu betulin dan masang mesin. Sama kalo ada mesin problem, dia bakal 

suggestion part. Part ini yang harus diganti itu apa si. Tidak semudah itu sih sebenarnya, 

detailnya banyak seperti sales engineer. 

 

Pertanyaan Wawancara Konsultan Pajak (Pak SS) 

Tanggal: 27 November 2023 – 5 December 2023 

Narasumber: Konsultan Pajak 

P: Penulis 

K: Konsultan Pajak 

P: Salam Pak SS, Saya Rania Khomara mahasiswa semester akhir Universitas Kwik Kian 

Gie jurusan akuntansi perpajakan.  

 

Terima kasih sudah bersedia menjawab pertanyaan saya seputar perpajakan KPPA ABC 

Thailand. Namun saya ingin bertanya lebih lanjut mengenai kewajiban pelaporan SPT 

tahunan KP3A ABC Thailand. 

Dari jawaban Pak SS menyatakan bahwa KP3A ABC Thailand tidak mempunyai 

kewajiban SPT Tahunan sehingga kantor tidak melapor SPT Tahunan. Tetapi yang saya 

ketahui KP3A ABC Thailand mempunyai NPWP dan saya tidak bisa menemukan 
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peraturan perpajakan/ dasar hukum yang menyatakan bahwa ada pengecualian 

pelaporan SPT Tahunan untuk KP3A. 

 

Boleh saya minta diperjelas Pak mengapa KP3A ABC Thailand tidak mempunyai 

kewajiban untuk lapor SPT tahunan. 

 

sekian, terimakasih banyak Pak SS sudah mau membantu menjawab pertanyaan saya. 

saya tunggu balasan e-mailnya. 

 

K: Dear Rani 

 

KP3A hanya sebuah kantor perwakilan, dimana dalam perizinan yang diberikan oleh 

BKPM, KP3A tidak boleh generate income (mencari penghasilan di Indonesia), namun 

hanya sebatas promosi barang atau kegiatan sejenisnya, sepanjang tidak bersifat 

generate income. Semua penjualan ke Ind atas nama Kantor Pusat nya. Oleh karena 

tidak punya penghasilan di Indonesia, sehingga tidak ada kewajiban PPh Badannya, 

sebagai gantinya adalah PPh Pasal 15 atas expor Kantor Pusat ke Indonesia dikenakan 

atas KP3A. 

 

Silahkan ditanyakan bila ada yg belum jelas 

 

Demikian, terima kasih 

 

Regards 

SS 

 

P: Salam Pak SS 

 

Jadi karena KP3A tidak memperoleh penghasilan dari Indonesia, maka tidak memiliki 

tanggung jawab untuk melapor SPT tahunan  

 

Melanjutkan pembahasan e-mail sebelumnya, apakah ada dasar hukum untuk 

pengecualian pelaporan SPT tahunan ini?  
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Terima kasih 

 

K: Dear Rania, 

  

Ya, karena KP3A tidak boleh memperoleh penghasilan dari Ind, maka kewajiban 

melapor PPh Badan menjadi gugur 

Secara eksplisit memang tidak ada dasar hukum bagi KP3A dikecualikan dari pelaporan 

SPT PPh Badan Tahunan, karena pada dasarnya semua WP Badan wajib menyampaikan 

SPT PPh Badan Tahunan. Pada kasus KP3A sangat sulit karena tidak adanya 

penghasilan, selain itu Modal disetor nya pun tidak ada krn status KP3A hanya sebatas 

kantor perwakilan bukan merupakan Badan Hukum di Indonesia. Kalaupun dipaksakan 

harus melapor SPT PPh Badan Tahunan, hanya sebatas nihil saja. Oleh karena itu 

sebagai pengganti kewajiban PPh Badan, KP3A mempunyai kewajiban PPh Final Pasal 

15. Pada Surat Keterangan Terdaftar wajib pajak KP3A yang diterbitkan oleh kantor 

pajak, biasanya kewajiban PPh Badan nya tidak dicontreng, artinya secara pendaftaran 

awal KP3A tidak mempunyai kewajiban Pelaporan PPh Badan. Sampai saat ini pun, 

apabila mengurus administrasi pajak yang mensyaratkan adanya copy SPT Tahunan PPh 

Badan, maka persyaratan tersebut diganti oleh copy SPT PPh Pasal 21 bulanan 

  

Memang agak rumit untuk kasus kewajiban pelaporan PPh Badan KP3A, perlu 

penafsiran dan kadangkala perlu adu argumen dengan Fiskus untuk menjelaskan bahwa 

KP3A tidak perlu melakukan pelaporan PPh Badan Tahunan, hal ini pernah saya alami 

dan lakukan. 

  

Regards 

SS 

 

P: Baik Pak SS penjelasannya sudah jelas, terimakasih pak atas dukungannya dalam 

penelitian skripsi. 

 

K: Ok Mba Rania 
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Lampiran 13                                                                                                              

Turnitin 
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